KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 1385 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN

Menimbang

Mengingat

OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9

ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu
menctapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

i

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ([(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

10,

11,

Pendanaan Pendidikan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864},

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 494 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
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24,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
&4 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
65 Tahun 2012 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
&7 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Seckolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
9 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Alivah Kejuruan,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku
Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah,

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar s
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202},

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter: Agama
MNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

25. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013

tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN MADRASAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu merupakan pedoman bagi para pemangku
kepentingan  pendidikan madrasah dalam rangka
pelayanan izin pendirian madrasah yang mengatur tentang
persyaratan, kewenangan, prosedur, jadwal kegiatan, masa
berlaku  izin, mekanisme pembinaan dan evaluasi,
prosedur penutupan madrasah, dan standar format yang
digunakan dalam pelayanan pemberian izin pendirian
madrasah yang disclenggarakan oleh masyarakat,

 Dengan  berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E/250.A/97 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara
Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah dicabut dan dinvatakan tidak berlaloa.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

L DIREKTUR JENDERAL,

/- \\




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN MADRASAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal @ mengamanatkan bahwa
pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib
memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan
persyvaratan kelayakan pendirian madrasah. Petunjuk Teknis Pendinian
Madrasah vang Diselenggarakan oleh Masyarakat ini diperlukan untuk
memberikan pengaturan lebih detail tentang ketentuan, persyaratan,
dan prosedur pendirian madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mentern tersebut.

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dilandasi oleh pemikiran dan
pertimbangan sebagai berikut: Pertama, akses pendidikan yvang bermutu
merupakan hak fundamental setiap warga negara yang tidak dibatasi
oleh status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen
global melalui UNESCO dalam upaya peningkatan pemerataan akses
pendidikan vang bermutu melalui program “Pendidikan untuk Semua®
(Education for All).

Kedun, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional menjacdi
agenda dan prioritas pemerintah dalam upaya membangun Indonesia
vang “sejahtera, demokratis, dan berkeadilan” sesuai dengan visi RPJMN
2010-2014 dan RPJPN 2005-2025 yang memfokuskan pada program
pembangunan SDM bangsa Indonesia dalam bidang pengembangan
kemampuan ilmu dan teknologi dalam mencapai target pembangunan
nasional.

Ketiga, kebijakan teknis peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan
nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20035
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Penjaminan dan
pengendalian mutu  pendidikan  dilakukan dalam tiga program
terintegrasi, wvaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Akreditasi
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B.

merupakan salah satu program atau kebijakan yang digunakan sebagai
strategi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional.
Akreditasi juga merupakan sebuah strategi kebijakan yang digunakan
sebagai salah satu instrumen penilaian kelayakan satuan pendidikan
dalam menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada 8 (delapan)
SNP, yaitu (i) standar isi, (ii] standar kompetensi lulusan, (iii] standar
proses, (iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan, [v) standar
sarana dan prasarana, [vi) standar pengelolaan, (vii) standar penilaian,
dan (viii) standar pembiayaan.

Keempat, sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam upaya
meningkatkan akses pendidikan madrasah yvang bermutu, maka perlu
kebijjakan strategis untuk menjamin bahwa layanan pendidikan
madrasah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten /Kota. Dalam konteks ini, pemberian izin pendirian madrasah
merupakan pintu masuk yang strategis untuk menjamin pemenuhan
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan madrasah.

Atas dasar pemikiran tersebut, kebjjakan dan peraturan tentang
persyaratan dan prosedur pendirian madrasah yang diselenggarakan
oleh masyarakat perlu diatur secara lebih baik dengan menekankan
pada aspek kualitas pemenuhan SPM. Dalam konteks ini, petunjuk
teknis yang memuat persyaratan, prosedur, dan dokumen standar
terkait permohonan izin pendirian madrasah yang diselenggarakan ocleh
masyarakat ini diperlukan sebagai pedoman bagi para pemangku
kepentingan pendidikan madrasah dalam rangka mewujudkan
madrasah lebih baik.

Tujuan

Penyusunan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan mutu dan akuntabilitas pelayanan publik terkait
praosedur permohonan izin pendirian madrasah yang diselenggarakan
oleh masyarakat;

2, menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional
Pendidikan (SNPj;

3. memberikan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan
(stakeholder) pendidikan madrasah dalam rangka pemberian izin
pendirian  madrasah vang diselenggarakan oleh masyvarakat di
lingkungan Kementerian Agama yang meliputi RA, MI, MTs, MA, dan
MAK;

4., memberikan panduan bagi para pemangku kebijakan di lingkungan
Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
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dalam rangka melaksanakan koordinasi yang efektif antar satuan
kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam melakukan pelayanan
publik terkait prosedur pengajuan izin pendirian Madrasah.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah:

L

At

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam permochonan izin
pendirian madrasah wvang diselenggarakan oleh masyarakat di
lingkungan Kementerian Agama.

. Pembagian kewenangan di antara para pemangku kebijakan di

lingkungan Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota) dalam rangka pemberian izin
pendirian madrasah.

Prosedur Permohonan lzin Pendirian Madrasah.

Jadwal Kegiatan Proses Pemberian [zin Pendirian Madrasah.

Masa berlaku izin, pembinaan dan evaluasi, dan prosedur penutupan
madrasah.

Standar format yang digunakan dalam pelayanan pemberian izin
pendirian Madrasah.

D. Pengertian

1.

Pendirian Madrasah vang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang
selanjutnya disebut Pendirian Madrasah adalah penetapan pendirian
satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh organisasi
berbadan hukum dalam bentuk yvayvasan/lembaga/lainnya setelah
memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.

Izin Pendirian Madrasah adalah izin ogperasional penyelenggaraan
pendidikan madrasah vang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama atas nama Menteri Agama dalam bentuk
Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan lzin Operasional
Pendirian Madrasah setelah memenuhi persyaratan administrasi,
teknis, dan kelayvakan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini,
Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan
Kementerian Agama vang menyelenggarakan pendidikan umum dan
kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup RA, MI,
MTs, MA, dan MAK.

Proposal Pendirian Madrasah adalah dokumen permohonan izin
pendirian madrasah vang diajukan oleh organisasi berbadan hukum
vang terdiri dari formulir permohonan dan dokumen peérsyaratan
administratif, teknis, dan kelayakan.

Organisasi calon penyelenggara atau lembaga calon penyelenggara
adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum yang mengajukan
permohonan izin pendirian madrasah.

Verifikasi dokumen adalah verifikasi dokumen persyaratan
administratif, teknis, dan kelayakan yang dituangkan dalam Berita
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10,
11,

12,
13.

Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, Dan
Kelayakan.

Verifikasi lapangan adalah visitasi ke lokasi calon madrasah vang
dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah adalah Kepala Seksi vang
membidang: Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah adalah Kepala Bidang vang
membidangt Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi,

Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Direktur adalah Direktur Pendidikan Madrasah.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



BAB II
PERSYARATAN, KEWENANGAN, DAN
PROSEDUR PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT

A, Persyaratan

1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif pendirian madrasah adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum;

b. Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
{AD/ART), dan pengurus;
c. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama; dan

d. Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan
paling sedikit sampai 1 {satu) tahun pelajaran berikutnya,

2. Persyaratan Teknis

Rincian Persyvaratan Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat adalah:

A, Rurikulum
Pendirian Madrasah yvang Diselenggarakan
Mo | Jenis Dokumen oleh Masyarakat
RA MI MTs MA MAK
1 | Dokumen kurikulum 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set

“Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar
isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum,
dan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

B. Rencana Pengembangan

Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan

No | Jenizs Dokumen oleh Masyarakat
RA M1 MTs MA MAK
Dokumen Rencana
1 | Induk Pengembangan 1 SBet 1 Set 1 Bet 1 Bet 1 Set
| | Madrasah




C. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh
No | Uraian Masvarakat
RA MI MTs MA MAK
a. Guru
1 | Jumlah 1 orang | 1 orang 1 orang 1 orang = | arang
minimal guru | /rombel | guru guru untuk | gury EUTL
kelas/romb | setiap untulk untulk
el ditambah | matapelagar | sedap setiap
| orang an matapelaj matapelaj
guru PAl aran aran
dan 1 arang v 1 [matu)
BTy CTANE
Pendikan instruktur
Jasmani gesiial
dan dengan
Kesehatan bidang
Kejuruan
yang
diselenggn
rakan
2 | Kualifikasi
pendidikan 0% 80% 1009 100% 100%
mitiimmal 51
Catatan:

Pada daerah khusus, MTs, MA, dan MAK dapat mempunyai paling sedikit 1 [satu) orang
gurt untuk setiap rumpun matapelajaran yang memenuhi kualifikasi minimal jenjang
strata satu (51) dard perguruan tinggl terakreditasi.

b. Kepala Madrasah

Kualifilasi
1 | pendidikan 51 ol 51 g1 =51
minimal
Catatan:

Calon Kepala Madrasah wajib memenuhi kualifikasi pendidikan minimal jenjang
Strata Satu (31) dari Perguruan Tinggl Terakreditasi

c. Tenaga Administrasi/Tata Usaha

Jumlah
1 RS = 1 1 1 1
MA/MA
; : K/ MA/MAK/ | MA/MAK/
2 Ifm‘?ﬂ:lm SMA/ SMA/ SMA/ D3 03
Sederaj | Sederajat | Sederajat
at
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D. Sarana dan Prasarana

Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh

Mo | Sarana dan Prasarana Masyarakat
RA MI MTs nEA MAK
1 | Luas tanah/lahan ;
minimal A0 m2 | 790 m2 1440 m2 | 2170 m2 | 2170 m2
Catatan;
Lahan/tanah harus bersertifikat hak milik/wakaf/hibah atas nama organisasi
berbadan hukum penvelenggara pendidikan vang bersangkutan,
2 | Gedung [
a, Jumlah minimal e 3 2 3 3
ruang kelas E TUBLE THBIE ruang ruang
b. Buang Kepala
Madrﬂsa;p 1 ruang 1 mang 1 ruang I ruang | 1 rmaang
¢. Ruang guru 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
. Ruang tata usaha 1 unit 1 unit 1 unit I umnit 1 wunit
e, Tempat beribadah 1 unit 1 umnit 1 wnit 1 unit 1 unit
f. Jumlah minimal
gjﬂﬁ,is:tani?;k’ 1 umnit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
kependidikan
J. Sarana minimal
bermain/berolah raga
(Gagin i fuss 150m2 300m2 S0Mm32 500m2 S00m2
lahan keseluruhan)
3 | Barana ruang kelas Seperang | Seperangk | Seperang | Seperang | Seperang
minimal kat at sarana | kat Teat kat
SATATIH ruang sarana SHCATIA sarana
Tuang kelas rU&ang Tuang ruang
kelas kelas kelas kelas
Catatan:
Seperangkat sarana ruang kelas minimal: meja peserta didik; kursi peserta didik,
meja gury, kursi gury, lemari, papan tulis, dan tempat sampah.
Eoleksi buku
4 | perpustakaan/bahan
ajar
& Bulu/baten ajar l ket gu lak £ : ket E ket gu : ketfeu
Pegangan Guru fua & E st/ gur E.T Sl En fﬁl E fﬂa £
10 judul | 50 judul 100 L0 10
bulku buku judul Judul judul
b. Jumlah minimal pengayaa | pengayaan | buku huku buku
buku pengayaan ndan 5 dan 5 PENgAVAR | pengayaa | pengavaa
dan referensi fudul judut ndan 10 | ndan 10 | ndan 10
buku buku judul judul judul
buku bulku buku
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referenst | referensi referensi | referensi | referensi
& | Media Pembelajaran I setalat | 1 st alat 1 zet 1 set Satu set
PEraga peraga [PA | minimalis | minimalis | peralata
edukatif | dan alat alat n
dalam bahannyva | laboratori| laborator | minimali
dan luar um uem 8
rLaTEarn multitmedi| multimedi| laborator
a B i
produktif
MAE

Catatan:

pembelajaran,

5. Batu set peralatan minimalis laboratorium produktif MAK terdiri dari
peralatan-peralatan yang digunakan untuk prakiik peserta didik sesual dengan
program keahlian yang dipilih.

1. Satu set alat peraga edukatif RA di dalam ruangan paling sedikit terdiri dari:
balok bangunan, mainan kontruksi, permainan palu, menara gelang, kotak
menara, alat pertukangan, dan permainan puzzls.

2, Satu set alat peraga edukatif RA di luar ruangan terdini dari: papan peluncur,
papan jungkitan, syvunan, dan papan titian.

3, Batu set alat peraga I[PA dan bahannya minimal terdiri dari: model kerangka
manusia, medel tubuh manusia, bola duna {globe), contoh peralatan optik, kit
[FA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta [PA.

4. Batu set minimalis alat laboratorium multimedia MTs dan MA minimal terdiri
dari: 1 unit komputer, 1 unit LCD projector, dan bahan-bahan DVDCD

B |Jumlsh minimal
peralatan penunjang
administrasi

1 wmit
kompute
r/laptop/
alat
pengolah
data

1 unit
komputer
/laptop/al
at

pengolah
data

2 unit
komputer
Slaptop/a
lat
pengolah
data

2 unit
komputer
Japtop/a
lat
pengolah
data

2 unit
Eompute

r/laptop
Jalat

pengolah

data

Catatan Umum:

Pada daerah khusus, ketentuan persvaratan teknis di atas dapat disesuaikan dengan
kondisi daerah tersebut setelah mendapat izin pengecualian dari Direktur Jenderal

Pendidikan Islam.

3. Persvaratan Kelayakan

Persyaratan kelayakan izin pendirian madrasah adalah sebagai

berikut:
Mo | Aspek Uraian Persyaratan
A | Tata ruang Dari aspek tata ruang, lokasi pendirian
madrasah harus memenuhi standar:
* keamanan, kebersihan, keschatan, dan
keindahan;
* kemudahan akses;
» lfualitas struktur bangunan.
B | Geografis Dari  aspek peografis, lokasi pendirian

madrasah harus;
* aman bencana (banjir, longsor, dan jenis
bencana lainnya):
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= ramah lingkungan.

C | Ekologis Dart aspek ekologis, Ilokam pendinan

madrasah tidak boleh berada:

* di daerah resapan air,

s di hutan lindung; dan

* lokasi yang menggangen ekologi
lingkungan lainnya.

D | Prospek pendaftar Dari aspek prospek pendaftar, prospek
jumlah pendaftar per kelas dilihat dari
ketersediaan satuan pendidikan jenjang di
bawahnya minimal sebagai benkut;
RA =15 siswa
MI >28 siswa
MTs | =32 siswa
MA =32 siswa
MAK | =32 siswa

E | Sosial dan budaya Dari aspek sosial budaya, keberadaan
madrasah yang akan didinkan tidak
mendapat  resistensi  dari masyarakat
selitarnya.

F | Demografi anak usia |Jumlah anak usia sekolah di lokasi pendirian
sckolah dengan | madrasah dalam radius 6 Km masih
ketersediaan lembapga | mencukupi untuk ditampung dalam sebuah
| pendidilan formal satuan pendidikan.

B. Pembagian Kewenangan

Dalam rangka pemberian izin pendirian madrasah, pembagian
kewenangan diatur sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
a. Menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian izin pendirian
madrasah;
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemberian
izin pendirian madrasah.

2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi

a. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan
pendirian madrasah, apabila diperlukan;

b. Melaksanakan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian
madrasah:

¢. Menetapkan keputusan pemberian izin pendirian madrasah;

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan
madrasah setelah pemberian izin pendirian madrasah;

€. Menetapkan keputusan penutupan madrasah melalu pencabutan
izin pendirian madrasah sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota

a.

oo

Melakukan verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis,
dan kelavakan;

Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan
pendirian madrasah;

Memberikan rekomendasi pemberian izin pendirian madrasah;

. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap

perkembangan madrasah setelah pemberian izin pendirian
madrasah;

Memberikan pertimbangan/rekomendasi peninjauan ulang izin
pendirian madrasah atau penutupan madrasah berdasarkan hasil
evaluasi perkembangan madrasah dan/atau hasil akreditasi
madrasah setelah 4 (empat) tahun bagi RA, MTs, MA, dan MAK
atan 7 [(tujuh] tahun bagi MI terhitung sejak tahun pelajaran

pertama setelah pemberian izin operasional.

C. Prosedur Pendirian Madrasah

Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara
mengajukan proposal pendirian madrasah dengan melampirkan
dokumen persyaratan sebagai bernkut:

a.

Persyaratan Administratif

s Fotokopi sah Akte Notaris organisasi berbadan hukum berbentuk
yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum
lainnya yvang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum
dan HAM RI atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

* Fotokopi sah Surat Keputusan Pengurus organisasi calon
penyelenggara tentang Struktur Orgamisasi dan Susunan Pengurus
dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk [KTP) masing-
mAasing;

* Fotokopi sah dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
[AD/ART) dar organisasi calon penyelengeara;

* Fotokopi sah Surat Heputusan pengurus organisasi calon
penyelengpara tentang Struktur Manajemen dan Personalia
Madrasah vang akan didirikan;

s Surat Permnyvataan kesanggupan untuk membiayai lembaga
pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 1
[satu) tahun berikutnyva (bermateral 000),

b.

Persyaratan Teknis

* Dokumen kurikulum  sesual  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan yvang berlaku;

» Dokumen Rencana Induk Pengembangan Madrasah;

« Daftar calon guru vang dilengkepl dengan daftar riwavat hiduap
calon Guru dan fotokopi sah [jazah terakhir calon Guru;

* Fotokopi sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan calon Kepala
Madrasah wvang dilengkapi dengan daftar riwayvat hidup calon
Kepala Madrasah dan fotokopi sah ljazah terakhir calon Kepala
Madrasah;

= Daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi |
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10,

dengan daftar riwayat hidup calon tenaga kependidikan madrasah
dan fotokopi sah [jazah terakhir calon tenaga kependidilkan
madrasah;

» Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;

» CGambar/foto sarana dan prasarana pendidikan yvang dimilila;

» Fotokopi sah sertifikat kepemilikan tanah/lahan atas nama
organisas berbadan hulkum.

¢. | Persyaratan Kelayakan

* Dokumen Studi Kelayakan yang meliputi: aspek tata ruang,
geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, dan
demografi anak usia seckolah dengan ketersediaan lembaga
pendidikan formal;

Proposal pendirian madrasah disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama setempat melalui Kepala Kantor
Kementerian Agama;

Kepala Kantor Kementerian Agama menugaskan Kepala Seksi
Pendidikan Madrasah untuk membentuk tim verifikasi paling sedikit
tiga orang yang beranggotakan dari unsur Seksi Pendidikan
Madrasah dan Pengawas Madrasah;

Tim verifikasi melakukan verifikasi dokumen proposal pendirian
madrasah berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan
vang ditetapkan, maka tim verifikasi dokumen melakukan verifikasi
lapangan. Namun, Apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan
belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor
Kementerian Agama memberitahukan hasil verifikasi tersebut
kepada organisasi calon penyelenggara;

Apabila hasil verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan,
maka Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan rekomendasi
pendirian madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama. Namun, Apabila hasil verifikasi lapangan dinyatakan belum
memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor
Kementerian Agama memberitahukan hasil wverifikasi tersebut
kepada organisasi calon penyelengpara;

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menugaskan Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah untuk mengadakan Rapat
Pertimbangan Pemberian lzin Pendirian Madrasah yvang melibatkan
tim verifikasi lapangan dan para Kepala Seksi di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama;

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dapat melakukan verifikasi
lapangan ulang untuk menentukan kelayakan pendirian madrasah,
apabila diperlukan;

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah melaporkan hasil keputusan
Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah kepada
Kepala Kantor Wilayah Kementenan Agama.

Apabila kelengkapan persyaratan pendirian madrasah terpenuhi
berdasarkan hasil keputusan Rapat Pertimbangan Pemberian Izin

15



Pendirian Madrasah, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri
Agama menetapkan Keputusan Pemberian [zn  Operasional
Pendirian Madrasah dan Piagam Pendirian Madrasah;

11. Apatnla kelengkapan persyaratan pendirian madrasah belum
terpenuhi  berdasarkan hasil keputusan Rapat Pertimbangan
Penetapan lzin Pendirian Madrasah, Kepala Kantor Wilayah melalui
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah memberitahukan hasilnya
kepada organisasi calon penvelenggara;

12. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah menyampaikan asli Keputusan
Menteri Agama tersebut dan asli Piagam Pendirian Madrasah kepada
organisasi calon penyelenggara dengan menyampaikan fotokopi
salinan Keputusan tersebut kepada: Kepala Kantor Kementerian
Agama setempat dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

D. Jadwal Kegiatan Proses Layanan Pemberian Izin Pendirian

No Kegiatan Waktu Penanggung Jawab
Pengajuan Proposal Januari-April Organisasi Pemohon
2 | Verifikasi Dokumen Paling lambat 30 Kankemenag
hari kerja sejak
pengajuan
proposal
3 | Verifikasi Lapangan Paling lambat 30 | Kankemenag

hari kerja sejak
verifikasi dokumen

4 | Rapat Pertimbangan Paling lambat 60 Kanwil
hari kerja sejak
verifikasi lapangan

5 | Penetapan Paling lambat 15 Kanwil
har kerja sejak
Rapat
Pertimbangan

6 | Penerimaan Peserta Didik | Bulan Juli Madrasah

14



BABE III
MASA BERLAKU IZIN, PEMEBINAAN DAN EVALUASI,
DAN MEKANISME PENUTUPAN MADRASAH

A. Masa Berlaku Izin

1. Izin pendirian madrasah berlaku sejak tanggal ditetapkan sepanjang
madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
penyelengparaan pendidikan.

2. lzin pendirian madrasah akan dievaluasi setelah jangka waktu 4
(empat) tahun bagi RA, MTs, MA, dan MAK dan 7 (tuuh} tahun bagi
MI terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin
pendirian madrasah.

B. Pembinaan dan Evaluasi

Dalamn rangka penjaminan mutu dan akuntabilitas pemberian izin
pendirian madrasah, pembinaan dan evaluasi dilakukan sccara
berjenjang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil
Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama, dan Pengawas
Madrasah.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Fokus pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam adalah monitoring dan evaluasi terhadap

akuntabilitas proses pemberian izin operasional pendirian madrasah.

Adapun fokus pembinaan vang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1) melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan
sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan
pendidikan madrasah;

2) melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan
proses pemberian izin operasional pendirian madrasah oleh Kanwil
Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama.

2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Fokus pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi adalah pada sebelum dan sesudah
pemberian izin pendirian, yaitu:
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1) melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan
sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan
pendidikan madrasah kepada Kantor Kementerian Agama;

2) melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk melihat
perkembangan madrasah vang telah diberikan izin terutama dalam
jangka waktu 4 (empat) tahun (bagi RA, MTs, MA, dan MAK) dan 7
(tujuh) tahun (bagi MI) terhitung sejak tahun pelajaran pertama
setelah diberikan izin pendirian madrasah,

Pembinaan dan evaluast pemberian izin pendirian madrasah
didasarkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
satuan pendidikan dan/atau  pemenuhan standar nasional
pendidikan (SNP)} melalui hasil akreditasi madrasah.

Kantor Kementerian Agama

Fokus pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor
Kementerian Agama adalah pada sebelum dan sesudah pemberian
1zin pendinan bersama dengan Kanwil Kementerian Agama, yvaitu:

1) melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan
sosialisasl kebijakan dan peraturan terkait pendirian madrasah
kepada masyarakat/organisasi berbadan hukum;

2) melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk melihat
perkembangan madrasah yang telah diberikan izin terutama dalam
jangka waktu 4 (empat) tahun (bagi RA, MTs, MA, dan MAK) dan 7
(tujuh) tahun (bagi MI) terhitung sejak tahun pelajaran pertama
setelah diberikan izin pendirian madrasah.

Pembinaan dan evaluasi pemberian izin pendirian madrasah
didasarkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
satuan pendidikan dan/fatau  pemenuhan  standar nasional
pendidikan (SNP) melalui hasil akreditasi madrasah. Apabila sebelum
jangka waktu 4 (empat) tahun (bagi RA, MTs, MA, dan MAK) dan 7
(tujuh) tahun (bagi MI} terhitung sejak tahun pelajaran pertama
sefelah diberikan izin pendirian madrasah hasil pembinaan dan
evaluasi secara berkala belum memenuhi SPM, maka Kepala Kantor
Kementerian Agama menugaskan Pengawas Madrasah untuk
melaksanakan pembinaan dan pendampingan persiapan akreditasi
madrasah kepada madrasah yang bersangkutan sampai dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah
ditetapkannya keputusan pemberian izin operasional;

Pengawas Madrasah

Fokus pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas adalah

pada sebelum dan sesudah pemberian izin pendirian bersama dengan

Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama, yaitu:

1) melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan
sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait pendirian madrasah
kepada masyarakat;
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2] melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk melihat
perkembangan madrasah yang telah diberikan izin terutama dalam
jangka waktu 4 (empat) tahun (bagi RA, MTs, MA, dan MAK) dan 7
(tujuh) tahun (bagi MI) terhitung sejak tahun pelajaran pertama
setelah diberikan izin pendirian madrasah;

3) melakukan pembinaan dan pendampingan persiapan akreditasi
madrasah kepada madrasah yvang bersangkutan terutama dalam
jangka waktu 4 (empat) tahun (bagi RA, MTs, MA, dan MAK) dan 7
{tujuh) tahun (bagi MI) terhitung sejak tahun pelajaran pertama
setelah diberikan izin pendirian madrasah.

Pembinaan dan evaluasi pemberian izin pendirian madrasah
didasarkan pada pemenuhan standar pelayanan mimmal [(SPM])
satuan pendidikan dan/fatau  pemenuhan standar nasional
pendidikan (SNP} melalui hasil akreditasi madrasah,

C. Prosedur Penutupan Madrasah

Penutupan madrasah melalui pencabutan izin pendirian madrasah
dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagal berikut:

i,

Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun (bagit RA, MTs, MA, dan MAEK)
dan 7 (tujuh) tahun (bagi MI) terhitung sejak tahun pelajaran pertama
setelah diberikan izin pendirian madrasah, madrasah tidak dapat
memenuhi  indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM] Satuan
Pendidikan dan/atau Akreditasi Madrasah dengan peringkat minimal
L

Penyelenggaraan pendidikan madrasah bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggarsan
pendidikan;

Adapun mekanisme penutupan madrasah adalah sebagai berikut:

a.

Kepala Kantor Kementerian Agama dan Pengawas Madrasah
melakuan pembinaan dan pendampingan secara berkala kepada
madrasah dalam rangka pemenuhan SPM dan/atau Akreditas:
Madrasah terutama dalam jangka waktu 4 [empat) tahun {bagi RA,
MTs, MA, dan MAK) dan 7 [tujuh) tahun (bagi MI) terhitung sejak
tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah;

Kepala Kantor Kementerian Apgama dan Pengawas Madrasah
melakuan evaluasi setelah jangka waktu 4 {empat) tahun {bagi RA,
MTs, MA, dan MAK) dan 7 (tujuh) tahun (bagi MI) terhitung sejak
tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah;

. Apabila hasil evaluasi perkembangan madrasah melalui evaluasi

pemenuhan SPM  dan/atau  visitasi  Akreditasi Madrasah
menunjukkan bahwa perkembangan madrasah belum memenuhi
target SPM dan/atau Akreditasi Madrasah (Madrasah mendapat
peringkat Tidak Terakreditasi), maka Kepala Kantor Kementerian
Agama memberikan rekomendasi peninjauan ulang pemberian izin
operasional pendirian madrasah;
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. Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menugaskan Kepala
Bidang wuntuk mengadakan Rapat Pertimbangan Penutupan
Madrasah yvang melibatkan para Kepala Seksi terkait di lingkungan
Hantor Wilayah Kementerian Agama dan tim evaluasi;

. Kepala Bidang dapat melakukan evaluasi ulang sebelum penutupan
madrasah, apabila diperlukan;

Kepala Bidang melaporkan hasil keputusan Rapat Pertimbangan
Penutupan Madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Apama;

. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Penutupan Madrasah, Kepala
Kantor Wilayah atas nama Menteri Agama menetapkan Keputusan
Penutupan Madrasah,;

. Kepala Bidang menyampaikan asli Keputusan Menteri Agama
tersebut kepada organisasi penyelenggara dengan menyvampailkan
fotokopi Keputusan terebut kepada: Kepala Kantor Kementerian
Agama setempat dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
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BAE IV
KETENTUAN PERALIHAN

Madrasah yang belum memiliki izin operasional pendirian madrasah sampai
dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini dan telah memiliki peserta didik
sampai dengan tahun pelajaran 2013/2014, maka berlaku ketentuan
sebagai berikut:

1. Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian madrasah paling
lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Petunjuk Teknis ini;

2. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun madrasah tersebut belum memiliki
1zin operasional pendirian madrasah, maka madrasah tersebut wajib:

a. menghentikan proses kegiatan pembelajaran;

b. bertanggung jawab memindahkan peserta didik ke satuan
pendidikan madrasah/sederajat lainnya yang telah memiliki izin
operasional pendirian madrasah dan berkoordinasi dengan Kepala
Kantor kemenag Kabupaten /Kota.
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN MADRASAH YANG

DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DAFTAR FORMAT/STANDAR DOKUMEN

Format PM-01 Surat Permohonan Pendirian Madrasah

Format PM-02 Formulir Permohonan Pendirian Madrasah

Format PM-03 Surat Permnyataan  Kesanggupan Pembiayaan
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Format PM-04 Sistematika Dokumen Studi Kelayakan Pendirian
Madrasah

Format PM-05 Tanda Terima Proposal Pendirian Madrasah dari
Organisasi Calon Penyelenggara

Format PM-06 Surat Tugas Verifikasi Dokumen Persyaratan
Administratif, Teknis, dan Kelayakan

Format PM-07 Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan
Administratif, Teknis, dan Kelayakan

Format PM-08 Surat Tugas Verifikasi Lapangan

Format PM-00
Format PM-10

Format PM-11
Format PM-12
Format PM-13
Format PM-14
Format PM-15

Format PM-16
Format PM-17

Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan

Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
Surat Pengantar
Kabupaten/Kota
Tanda Terima Proposal Pendirian Madrasah dari
Kantor Kementerian Agama

Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian lzin
Pendirian Madrasah

Nota Dinas Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian
Madrasah

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah

Piagam Pendirian Madrasah

kKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia
tentang Penutupan Madrasah

Kepala Kankemenag
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Format PM-01
Surat Pengantar Proposal Pendirian Madrasah

KOP ORGANISASI CALON PENYELENGGARA......... i1
Nomor R i i Bl e s (3
Lampiran : .......c..c.ee. 4}

Perthal : Permohonan lzin Pendirian Madrasah

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi ....cocceeemieiiecieei {5}

Assalamu alaikum Wr, Wh,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e A R [B)
NIK A R R S e R e (7}
Pekerjaan B s e W PN S S R R N [8)
Jabatan R R PR XA =e b S OB PR [9)
Alamat Kantor E e e W B e T A e s [10)
At DA &g s i aiss (11)

Bersama ini mengajukan permohonan izin operasional pendirian satuan
pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Nama Calon Madrasah i T A S R {12}
Alamat Calon Madrasah e T e e T
Nama Lembaga Calon PenyelenEara | .cociciriememmrrssmsssmrmmnsernss {14}
Alamat Lembaga Calon Penyelenggara | ..o L3)
Akte Notaris T R A e {16}
Pengesahan Akte Notaris ot e b AR A R gk AR

Sebagal bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Formulir Permohonan
Pendirian Madrasah beserta kelengkapan persvaratan-persyvaratan yang
ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya proposal ini kami
sampaikan terima kasih,

Wassalam ‘alatkum Wr. Wh,
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PETUNJUEK PENGISIAN FORMAT PM-01

NOMOR URAIAN [SIAN

(1) | Dusi Kop Surat organisasi calon penyelenggara madrasah yang memuat
paling sedikit nama lembaga/yvayasan, alamat korespondensi, nomor
telepon, faksimile, email, dan website

(2] | Diisi nomor surat

(3) | Ditsi tempat kedudulean kantor lembaga/yayasan diikuti dengan tanggal,
bulan, dan tahun pembuatan surat. Contoh; Medan, 17 Agustus 2012

(4) | Diisi "1 (satu) set”

(3) | Diisi nama provinsi setempat. Conteh: Maluku Utara

{6) | Diisi nama ketua pengurus organisasi calon penyelenggara madrasah
selaku penanggung jawab atas permohonan izin pendirian madrasah

(7) | Diisi Nomor Induk Kependudukan [NIK} yang tertera di KTP Ketua
pengurus organisasi calon penyelenggara sclaku penanggung jawab

(8) | Diisi jenis pekerjaan vang tertera di KTP Ketua pengurus organisasi calon
penyelenggara selaku penanggung jawab

(9} | Diisi nama jabatan di organisasi calon penyelenggara

(10} | Diisi alamat kantor organisasi calon penyelengpara

(11) | Diisi alamat domisili ketua pengurus organisasi calon penyvelenggara

(12) | Diisi nama madrasah yang akan didirikan

(13) | Diisi nama alamat madrasah vang akan didirikan

(14) | Diisi nama organisasi calon penyelenggara, Contoh: Yayasan Miftahul
Huda

(13) | Diisi alamat organisasi calon penvelenpgara

(16} | Diisi nomor Akte Notaris organisasi calon penyelengpara

(17) | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris oleh Kementerian
Hulcum dan HAM RI

(18} | Diisi nama ketua pengurus organisasi calon penyelenggara

(19 | Diisi nama terang lengkap ketua organisasi calon penyelenggara

(20 | Diisi NIK ketua lembaga calon penyelenggara
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Format PM-02
Formulir Pendirian Madrasah

Format PM-02
Formulir Pendirian Madrasah

MNama Czlon Madrasah :

;ama Kontak : i

Telepon Ii:antakj - , :

Email H;l:talj: _ o F B

Kelengkapan Dokumen
1. Surat Permohonan Pendirian Madrasah (PM-01) [ (O Ada (D) Tdak |
2. Surat PernvaE;an HE;EI;HL;;I.P;H-‘I:];EHISH he;m-a';eral BOCD (PR-03) _ | (O ada () Tk J
3. Dokumen Stud Kelayakan (PR&-04) o (O O Tﬂ-ﬂ
4. Fotokopi sah Akte Notaris Penyelenggara | O mea O sk |
5, F::-t;:nk;upl sah 5K Struktur 'I:I'!Eanl;-s.i;-ﬂunman PenguUrus | - -I.CF ade () Tk |

l_E. Fotokopi sah KTP Pengurus - ___i Crada O Tk |
7. Fotokopi sah AC/ART calon FEH':';lEﬂEEa!'E _ I {:]_'l-da_.:l’:'_:'.l'ljc_hk
8. Fotolopi $K Struktur Manajemen dan Personalia 4.:alnn Madrasah - _I ) Ada U_T'df_]
9, Fotokopi Dekumen Kurikulu;‘n Madrazah - - 1 {} adn () Tidaik |

10, anEpl I}uku-men Rencana Induk Pergembangan Madrasah yang ] O Ada {'_'E}Tu:%_l

Dilengkapi dengan Master Plan Pengembangan Madrasah
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Format PM-03
Surat Pernyataan Kesanggnipan Pembiayaan Madrasah

ROP ORGANISAS] CALON PENYELENGGARA.......ccoiorrmarnen (1]

e L T e L LT T R L e T N W EEEEEmE ...

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama B 3 P R0 M B M e B A B {2}
NIK e e F b R L P b o W A b 3
Tempat - Tanmeal LalE i i i e e g bR S S b i (=)
Pekerjaan Al A A PSR S S Al (3}
Jabatan S Tk A N Y ER RS R i L KA RN {6)
Alamat Domisili e R e A A A e e e (7)
Sehubungan dengan Permohonan lzin Pendirian Madrasah ....oooovnvnnee (B) kepada
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsl ... {9} yang diajukan

oleh .o {10) tangpal ......oociieie-02(11), dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa kami sanggup menjamin pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan madrasah, yang terdiri dari biaya investasi, biaya personalia, dan biaya
operasional dalam masa paling sedikit 1 {satu) tahun pelajaran berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan agar dapat
dipunakan sebagaimana mestinya,

....................................... (12)
Yang Menyatakan,

Maoterai G000
........................................ [13)
M e T {14]
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-03

MOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi Kop Surat organisasi calon penyelenggara yang memuat paling
sedikit nama lembaga,/ yayasan, alamat korespondensi, nomor telepon,
B faksimile, email, dan wehsite -
(2} Diisi nama ketua penanggung iﬂ'ﬂh organisas: calon penyelenggara
(3] | Diisi NIK ketua penanggung jawab organisasi calon penyelenggara
i) Diisi tempat dan tanggal lahir ketua penanggung jawab organisas: calon

penyelenggara

(]| [Diist jenis peleerjaan ketua penangpung jawab organisasi calon
penyelenggara.
Contoh: Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, TNI/POLRI, dan sebagainya

6] | Diisi jabatan ketua penanggung jawab organisasi calon penyelenggara di

| dalam institusi lembaga tersebut

(7] | Diisi  alamat domisili ketua penanggung jawab organisasi calon
penyelenggara di dalam institusi lembaga tersebut

(8] | Diisi nama madrasah yang akan didirikan.
Contoh: MI Cendikia, MTs Al Islam, MA Insan Kamil

(9] Diisi nama provinsi tempat kedudukan madrasah didirikan

{10} | Diisi nama organisasi calon penyelenggara

{11} | Diisi tanggal pengajuan permohonan izin pendirian madrasah

{12] | Diisi tempat kedudukan pembuatan surat

{13] | Diisi nama ketua penanggung jawab organisasi calon penyelenggara

{14] | Diisi NIK ketua penanggung jawab organisasi calon penyelenggara

£ |




Format PM-04
Sistematika Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Madrasah

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN MADRASAH

Nama Calon Madrasah D iressssssssssissssssssesasrssensesnsesl 1
Alamat Calon Madrasah T L e A SO
Nama Organisasi Calon Penyelenggara @ iiiisicamssiaiimmmld)
Alamat Organisasi Calon PenvelenBEAra [ ......oimsmasssssisssnsinsssasess @)
Akte Notaris S POROPPPRRTPPRNN |~ |
Pengesahan Akte Notaris Y R N P PRI B e |

A. Latar Belakang dan Tujuan Pendirian

............................................................................................................... (7)
B. Bentuk dan Nama Madrasah
............................................................................................................... 18
C. Gambaran Tata Ruang Lokasi Madrasah
............................................................................................................... {9
D. Gambaran Kondisi Geogralis Lokasi Madrasah
............................................................................................................... (10
E. Keberadaan Madrasah dalam Perspektif Ekologis
............................................................................................................... (11)
F. Prospek Pendaftar
............................................................................................................... {12)
G. Kebutuhan Masvarakat terhadap Lulusan
............................................................................................................... (13)
H. Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga
pendidikan formal
............................................................................................................... [14)

Ketua/Penanggung Jawab
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-04

' NOMOR

URAIAN ISIAN

(1]

Diist nama madrasah yang akan didirikan

(=l

Diisi nama alamat madrasah vang akan didirikan

(3

[Misi nama organisasi calon penyelenggara Contoh: Yayasan Miftahul
Huda

{4

Diist alamat organisasi calon penyelenggara

(5l

Diisi nomor Alcte Notaris organisasi calon penvelenggara

(6]

Diisi nomor dan tanggal pengesshan akte notaris oleh Kementenan
Hukum dan HAM Rl

(7]

Uraikan latar bels]kangl tujuan, visi, dan misi pendirian madrasah
iMaksimal 1 halaman)

]

Tuliskan bentuk jenjang madrasah yang akan didirikan dan rencana
nama madrasah yang akan diusulkan, Tambahkan logo/slogan
madrasah. Jelaskan arti filosofisnya) (maksimal 1 halaman)

{9

Uraikan tentang gambaran tata ruang lokasi madrasah. Apakah tata
ruang lokasi madrassh memenuhi standar keamanan, kesehatan,
keindahan, dan kemudahan akses [keterjangkauan), Tambahkan gambar
layout/master plan pengembangan madrasah ke depan] (1-2 halaman)

{10}

Gambarkan kondisi geografis lokasi keberadaan madrasah. Apakah
lokasi geografis madrasah aman dari bencana. Tambahkan peta lokasi
keberadaan madrasah untuk menggambarkan lokasi madrasah dalam
posisi yang aman dan nyaman untuk belajar peserta didik] {1-2 halaman)

{11}

Jelaskan apakah keberadaan lokasi madrasah tidak mengganggu alam
dan lingkungan sekitar? Apakah keberadaan lokasi madrasah berada di
daerah resapan air, misalnya, atau berada pada hutan lindung? dan
sehagainya] (1-2 halaman)

(12}

Gambarkan prospek pendaftar madrasah dilihat dari jumlah siswa pada
jenjang pendidikan di bawahnya dan juga ketersediaan anak usia
sckolah] {1 halaman)

[13)

Jelaskan kebutuhan masyarakat terhadap Iulusan madrasah,
Bagaimana dukungan masyarakat sekitar terkait keberadaan lokasi
madrasah] (1 halamany|

(14)

Gambarkan perbandingan jumlah anak usia sekolah di daerah sekitar
lokasi madrasah dalam radius 6 KM terhadap ketersediaan lembaga
 pendidikan formal sedergjat. Apakah madrasah baru mempunyal daya
tampung peserta didik yang mencukupi atau tidak?] (1 halaman)

(15)

Diisi tempat kedudukan pembuatan Studi Kelayakan

[16) | Diisi nama ketua E_}Enanggungj&wab organisasi calon penyelenggara

i3




Format PM-0S5

Tanda Terima Proposal Pendirian Madrasah dari Organisasi

Penyelenggara

Calon

KOP KANKEMENAG KAB/KOTA.......... (1)

=T e S P L e =S PR PP e L o, B

TANDA TERIMA DOKUMEN

L[ 4 e

....... (2}

Telah terima dokumen Proposal Pendinan Madrasah................. {3}

Dari

Daftar dokumen yang ditenima

Na | Jenis Dokumen

Surat Pengantar Permohonan [zin

G | b2 | =

Formulir Permohonan lzin Pendirian Madrasah

Kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukung

Tanggal Penerimaan
Username

Passwaord

Penpgirim,

B N e {6)
JRe ) 7

NN R {8}

Penerima,
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-05

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1) | Diisi kop Kankemenag Kab/Kota setempat selaku penerima dokumen
proposal pendirian madrasah

(2] | Diisi nomor berkas tanda terima dokumen proposal pendirian madrasah

[3) Diisi nama calon madrasah vang akan didirikan

(4) | Diisi nama organisasi calon penyelenggara selaku penginm dokumen
proposal pendirian madrasah. Contoh: Yayasan Miftahul Huda

(5) | Diisi jumlah dokumen yang diterima

(6] | Diisi tangeal penerimaan dokumen

(7] | Dhiisi wusermame yang digunakan untuk melakukan pengecekan
perkembangan proposal (bagl yang telah menerapkan sistem aplikasi)

(8] | Diisi password yang digunakan wuntuk melakukan pengecekan
perkembangan proposal (bagi yang telah menerapkan sistem aplikasi)

(9) | Diisi nama pengirim dokumen proposal pendirian madrasah

(10} | Diisi nama jabatan penenima dokumen proposal pendinan madrasah,
Contoh: Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah

(11) | Diisi nama penerima dokumen proposal pendirian madrasah

(12] | Diisi NIP penerima dokumen proposal pendirian madrasah

]




Format PM-06
Surat Tugas Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan

KOP KANKEMENAG......ccoccvnnes (1}

SURAT TUGAS
MomBE: i i (2]

Menindaklanjuti Surat dari ......ooeen (3] Nomor .ocieooesa 4] Tanggal

....................... (5] Perihal Permohonan Izin Pendirian
Madrasah. . ..ccooeviviervarrearean {6], dengan ini kami menugaskan:
No | Nama/NIP Jabatan inas Jabatan Tim
A R (7] | Kepala Seksi Pendidikan | Ketua
Madrasah
B | wiiiaivesivii i (8] | Pengawas Madrasah Sekretaris
- Ll SR S 9] | Pelaksana Seksi Pendidikan | Anggota
Madrasah
Untuk : Melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan administratif,
teknis, dan kelayakan pendirian Madrasah ........cocoeeee (10]
vang berlokasi di  Jalan.......ocoiie (11) Desa
.............................. {12) Kecamatam. . ... oo bivessnasiersh 23]
Kabupaten /Kota .....ccoivensiane [14) Provingi ...coovseeemcin (15)
Wakitu Pelaksanaan & ..oo.oooeeeieciemrisis [16)

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Pegawal vang diberi tugas agar melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.......cocoienin (17).
................................... (18]
Kepala,
.................................... (19)
B it (20
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-06

NOMOR URAIAN ISIAN
{1} | Diisi Kop Surat Kankemenag sctempat
{2} Diisi nomor surat tugas
{3] | Diisi nama lembaga calon penyelenggara pendidikan
4] | Diisi nomor surat permohonan izin pendirian madrasah
{5} | Diisi tanggal surat permohonan izin pendirian madrasah
(5]} Diisi nama madrasah yvang akan didirikan
{7} | Diisi nama Kasi Pendidikan Madrasah [ NIP
(8} | Diisi nama Pengawas Madrasah yang diberi tugas/ NIP
(9) | Diisi nama Pelaksana yang diberi tugas [/ NIP
{10} | Diisi nama madrasah vang akan didinkan
(11} | Diisi nama jalan alamat madrasah {jika ada)
{12} | Diisi nama desa/kelurahan
(13} | Diisi nama kecamatan
{14} | Diisi nama kabupaten/kota
(153} | Diisi nama provinsi
{16} | Diisi jangka waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi administratif, teknis,
dan kelayakan
{17} | Diisl nama kabupaten/kota
{18} | Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat
{19} | Diisi nama Kepala Kantor Kemenag
{20} | Diisi NIP Kepala Kantor Kemenag

EF)




Format PM-07
Berita Acara Verifikasi Dolkumen Persvaratan Administratif, Telmis, dan Kelayakan

KOP KANKEMENAG............{1)

= i e S N Y N O S S S T N Y e e

BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN FPERSYARATAN ADMINISTRATIF,
TEENIS, DAN KELAYAKAN FPERMOHONAN IZIN
PEMNDIRIAN MADEASAH
MOMOR: oo, (2]

Fada harf ind _....iooieiees {3) tangpal ............. {4 bulan ............ B b i (6],
kami vang bertanda tangan di bawah ini, Tim Verifikasi Dokumen Persyaratan
Administratif, Telnis, dan Kelayakan Pendirian Madrasah telah mengadakan
verifikasi dokumen administratif, teknis, dan kelayakan Permohonan [zin

Pendirian Madrasah...........cemvime. {7} berdasarkan Surat Permohonan I[zn
Pendirian Madrasah Nomor: .........ccoceeevmeinnnn. (B Tanggal .......ococcenmreanies {9} vang
diajukan oleh:

Nama Penyelenggara B A ST TR R SR RGeS (10)

Alamat Penyelenggara E bl e i e e i (11)

Akte Notaris e e (12}

Pengesahan Akte Notaris AR SR A S SR S (13}

Adapun hasil verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan

tersebut adalah sebagai berilout:

1. Hasil verifikasi dokumen pérsyaratan administratif permohonan izin pendirian
madrasah dinyvatakan TELAH/BELUM®*) memenuhi semua persyaratan vang
ditetapkan;

2, Hasil verifikasi dokumen persyaratan teknis permohonan izgin pendirian
madrasah dinyatakan TELAH/BELUM* memenuhi semua persyaratan yang
ditetapkan;

3. Hasil verifikasi dokumen persyaratan kelayakan permcheonan izin pendirian
madrasah dinvatakan TELAH/BELUM®* memenuhi semua persyaratan yvang
ditetaplan;

4. Hasil lengkap wverifikasi dokumen persyaratan administratil, teknis, dan
kelayakan permohonan izin pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunalan
sebagal pertimbangan untuk dilakukan verifikasi lapangan sebagal salah satu
syarat pemberian izin pendirian madrasah oleh pejabat yang berwenang,

Tim Verifikasi,

L e A e (14) (Kasi Pendidikan Madrasah)  ...ocomvinmmmmmmmsrions (15)
e s (16) (Pengawas Madrasah] = caiiiiimnania. (17])
e R A (18] (Pelaksana) =0 eeereesessesesesesiareseas (19)
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LAMPIRAN BERITA ACARA
VERIFIKAS] DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS,
DAN KELAYAKAN PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS, DAN KELAYAKAN

Nama Calon Madrasah R T amp——_ (20
Alamat Calon Madrasah E R o B e o [21)
Nama Calon PENYEleTIPEaTA | ivieeemis riesscriisibn sommisii risaanries (22]
Alcte Notaris ¥ e R (23]
Pengesahan Akte Notaris N R AR AN i R TR [24)

A. Persyaratan Administratif

Kelengkapan
Mo Persyvaratan/ Dokumen Ya Tidak Keterangan
1 | Formulir Permohonan lxn Pendirian | ... [RE) | el |cissmmitaisimsiiiess [27)
Madrasah

2 | Fotokopi sah Akte Notaris Lembaga
Penyelenggara Pendidikan yang
berbadan hukum yang telah disahkan
dar Kemenkumhbam Rl

3 | Potokopl sah 8K Strulktur Organisasi
dan Susunan Pengurus lembaga calon

penyelengeara

4 | Fotokopi sah KTP Pengurus lembaga
calon penvelengeara

5 | Fotokopi aah Anggaran
Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
tAD { ART] lembaga calon penyelenggara

& | Fotokopl SK Struktur Manajemen dan
Personalia  Madrasah vang akan
didirikan

7| Burat Pernyataan Jaminan
Pembiayvaan Pendidikan paling sedikit
1 (satu] tahun berikutnya (bermaterai
GO0

1




B. Persyaratan Teknis

Eelengkapan/
No Persyaratan/Dokumen Memenuhi Keterangan
Ya Tidak

Il | Dokumen Rurkulum

2 | Dokumen Rencana Induk
Pengembangan  Madrasah  yang
dilengkapi dengan Master Plan
Pengembangan Madrasah

J | Jumlah minimal guru

4 | Kualifikasi minimal gury

3 | Kualifikasi minimael Kepala
Madrasah

6 | Jumlah minimal tenaga
administrasi

7 | Kualifikasi minimal tenaga
administrasi

& | Luas tanah/lahan minimal

9 | Jumlah minimal ruang kelas

10 | Ruang Kepala Madrasah

11 | Ruang guru

12 | Buang tata usaha

13 | Tempat beribadah

14 | Jumlah minimal toilet peserta didik
dan puru dan tenapga kependidikan

15 | Barana minimal bermain /berolah raga

16 | Buku/bahan ajar

17 | Jumlah minimal buku pengayvaan dan
referensi

18 |Jumish minimal peralatan belajar/
laboratorium

19 [ JJumlah minimal peralatan penunjang
administrasi




C. Persyaratan Kelayakan

Mo

Persyaratan/ Doltumen

Kelengkapan

Ya Tidalk

Keterangan

1

Dokumen  Studi Kelayvakan  yvang
meliputi aspek . tata ruang, peografis,
ckologis, prospek pendaftar, spaial dan
budaya, dan demografi anak usia
sekolah denpan ketersediaan lembaga
pendidikan formal

Tim Verifikasi,

S A A 4 AR K (32} (Pelaksana)

ieiinenn[30) (Pengawas)

crernn 28] (Kasi Pendidikan Madrasah)
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-07

NOMOR URAIAN [SIAN

(1) | Diisi Kop Surat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat

(2] | Diisi nomor Berita Acara Verifikasi (BAV)

[3) [Diisi hari penandatanganan BAV

(4] | Diisi tanggal penandatanganan BAY

[3) | Diisi bulan penandatanganan BAV

() | Diisi tabhun penandatanganan BAYV

(71 | Diisi nama madrasah yang akan didirikan

=] Diisi nomer surat permohonan izin pendirian

(9] Diisi tanggal penerbitan sural permohonan izin pendirian

(10) | Diisi nama lembaga calon penyelenpgara

(11) | Diisi alamat lembaga calon penyelengpara

(12] | Diisi nomer akte notaris lembaga calon penyelenggara

(13) | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris lembaga calon
penyelenggara

(14) | Diisi nama Kasi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kab/Kota

(15) | Diisi tanda tangan Kasi Pendidikan Madrasah Kankemenag

(16] | Diisi nama Pengawas Madrasah

(17) | Diisi tanda tangan Pengawas Madrasah

(18] | Diisi nama pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah

(19) | Dhisi tanda tangan pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah

(20] | Diisi nama madrasah yang akan didirilcan

(21) | Diisi alamat madrasah yvang akan didirnikan

(22] | Diisi nama organisasi calon penyelengpgara

(23] | Diisi nomeor akte notaris organisasi calon penyelenggara

(24] | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi calon
penyelengpara

(25) | Diisi tanda “v" pada kelom "YA" jika berkas lengkap

(26] | Diisi tanda “V" pada kolom "TIDAK" jika berkas tidak lengkap

(27) | Drisi keterangan/informasi tambahan (jika diperlukan]

(28] | Diisi nama Kasi Pendidikan Madrasah Kankemenag

(29) | Diisi tanda tangan Kasi Pendidikan Madrasah Kankemenag

(30] | Diisi nama Pengawas Madrasah

(31) | Dvisi tanda tangan Pengawas Madrasah

(22] | Diist nama pelaksana pada Seksi Pendidikan Madrasah

{33) | Diisi tanda tangan pelaksana

a2




Format PM-08
Surat Tugas Verifikas: Lapangan

KOP KANKEMENAG............... (1)
SURAT TUGAS
BEORTRENEY. ¢ o opton s v s [2)

Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyvaratan Administratif,
Teknis, dan Kelayakan Pendirian Madrasah Nomor .................[3) Tanggal

....................... (4], dengan ini kami menugaskan:
No | Namaj/NIP Jabatan Dinas Jabatan Tim
E | e e D (3) | Kepala Seksi Pendidikan | Ketua
Madrasah
B0 b e R (6) | Pengawas Madrasah Sekretaris
D | mwn st 20 x00n e s (V) | Pelaksana Seksi Pendidikan | Angpota
Madrasah
Untuk : Melaksanakan  verifikasi lapangan permohonan  izin
pendirian Madrasah o, (8] wang berlokasi di
Jalan, ..o {9} D i (10
Kecamatan. ... {11} Kabupaten/Kota .......cocevene12]
Provinsi ......coovievenemes (13}
Walitu Pelaksanaan & ... oo {14}

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

................................... (15)
Kepala,

.................................... [16]
1§ - U A (17)



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-08

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi Kop Surat Kantor Kemenag Kabupaten /Kota setempat

(2) | Diisi nomor surat tugas

(3} | Diisi nomor Berita Acara Hasil Verfikasi Dokumen Persvaratan
Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian Madrasah

{4} | Diisi tanggal Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan
Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian Madrasah

{3) | Diisi nama Kepala Seksi Pendidikan Madrasah / NIP

{6} | Diisi nama Pengawas Madrasah [ NIP

{7} | Diisi nama Pelaksana Secksi Pendidikan Madrasah / NIP

{8} | Diisi nama madrasah vang akan didirikan

{9} | Diisi nama jalan alamat madrasah (jika ada)

(10} | Diisi nama desa/kelurahan

(11} | Diisi nama kecamatan

{12} | Diisi nama kabupaten /kota

(13} | Diisi nama provinsi

{14} | Diisi waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan

(15} | Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat

{16) | Diisi nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

(17)

Diisi NIP Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Hota




Format PM-09
Berita Acara Verifikasi Lapangan

KOP KANKEMENAG.........cocovevvveeen (1]

DS N R e o o g o -

BERITA ACARA VERIFIKAS] LAPANGAN
PERMOHONAN [ZIN PENDIRIAN MADRASAH

HOMOR 1eerirreeenensemeneenes 2]

Fada har ini ........... {3) tanggal ......... A4) bulan ........... (5] tahun ....c..: A6), kami
yvang bertanda tangan di bawah ini, Tim Venfikasi Lapangan, telah mengadakan
verifikasi lapangan  terhadap Permohonan [zm Pendinan  Madrasah
..................... {7} berdasarkan Surat Permohonan [zin Pendirian Madrasah Nomor:

e8] Tangeal .............[9) vang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara 1 e A R R (10
Alarnat . L AP A R BB {18 AR (11}
Akte Notaris 1 Sebeveies R e e S (12

Pengesahan Alcte Motarla: | .oocasiiimsa i oz 13)

1. Kegiatan verifikasi lapangan bertujuan untuk melihat sejauhmana pemenuhan
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang digjukan telah sesuai
dengan kondisi faktual di lapangan dalam rangka penilaian kelayakan usulan
pendirian satuan pendidikan madrasah.

2. Kegiatan verifikasi lapangan ini dilaksanakan selama ... (14) hari pada
tangpal i {15)

3. Adapun hasil verifikasi lapangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hasil verifikasi lapangan terhadap pemenuhan persyvaratan administratif,
teknis, dan kelayakan permohonan izin operasional pendirian madrasah
dinyatakan TELAH/BELUM"| sesuai dengan kondisi faktual di lapangan;

b. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa permohonan izin operasional

pendirian madrasah yang digjukan oleh i (16) dinilai
TELAH/BELUM?®* layak dan memenuhi persyaratan administratif, teknis,
dan kelayakan vang ditetapkan;

c. Hasil lengkap verifikasi lapangan permohonan izin operasional pendirian
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan
sebagai pertimbangan untuk pemberian izin pendirian madrasah,

Tim Verifikasi Lapangan,

) T PR T TR (17) {Kasi Pendidikan Madrasah] —  ocociecimammnmeie (18]
R ey A (19) {Pengawas Madrasah] = i {207
- PR R Lt By P (21) (Pelaksana) Ty LT L T e 1 .
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LAMPIRAN

BERITA ACARA VERIFIKAS] LAPANGAN

PERMOHONAN IZIN FENDIRIAN MADRASAH

LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

Nama Calon Madrasah ¢ .o, (23)
Alamat Calom RIadrannbi @ (i i e e [24]
Nama Penyelenggara e T P g e [23]
Alcte Notaris i e RO P AP S SO R B KA [26)
Pepgesehen AREE  fiiiilisiiiiiiedee i [27)
Kategori Daerah : Biasa/Khusus®|
A. Persyaratan Administratif
No | Persyaratan yang diverifikasi Indikator/ Keterangan | Skor
1 | Dokumen Akte Notaris Lembags | Catatan: 02000000 e (28]
Penvelenggara Pendidikan: Ada: Jika terdapat bukti dokumen
1. Ada asli Akte Notaris vang telah mendapat
0. Tidak ada pengesahan dari Kemkumham
El/ sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Tidak Ada: Jika tidak terdapat bukti
dokumen ash Akte Notaris vang telah
mendapat pengeaahan dari
Kemkumham / sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan vang
berlalku
2 | 8K Struktur Organisasi dan | Catatan:
Busunan Pengurus lembaga calon | Ada: Jika terdapat bukti dokumen
penyelenpeara: asli SK Struktur Organisasi dan
1. Ada Zusunan Penguruz lembaga calon
0. Tidak ada penyvelengegara
Tidak Ada: Jika tidak terdapat bukti
dokumen asli SK Struktur Organisasi
dan Busunan Pengurus lembaga
calon penyelenggara
2 | KTP Pengurus lembagas calon | Catatan:
petivelenggara: Ada: Jika terdapat bukti dokumen
1. Ada asli KTP Pengurus Lembaga Calon
0. Tidak ada Penvelenggara
Tidak Ada: Jika tidak terdapat bukti
dokumen ash KTP Pengurus Lembaga
Calon Penyelengsgara
4 | Dokumen Angearan | Catatan;
Dasar/Anggaran Rumah Tangga | Ada: Jika terdapat bukti dokumen
(AD fART) lembaga calon | asli dolkumen Anggaran
penyelenggara: DazarfAnggaran  Rumah  Tangga
1. Ada Al fART) lembapga calon
0. Tidak ada penyelenggara
Tidak Ada: Jika tidak terdapat bukd
dokumen asli dokumen Angesaran
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Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga

(AD/ART) lembaga calon
penyelengeara
5 | 8K Struktur Manajemen dan | Catatan:
Personalia Madrasah yang akan | Adai Jika terdapat buktl dokumen
didirikan: gsli 5K Manajemen dan Personalia
1. Ada Madrasah vang akan didirikan
&, Tidak ada
Tidak Ada: Jika tdak terdapat bukt
dokumen aszli 53K Manajemen dan
Personalia  Madrasah vang akan
o didirikan
& | Surat Pernyataan Kesanggupan | Catatan:

Pembiavaan Pendidikan:
1. Meyakinkarn
. Tidak Meyakinkan

Perikza dokumen asli buku rekening
atas nama lembaga dan aset atau
bukti lainnya yang menunjukkan
kesangpupan pembiavaan
penvelengparaan pendidikan minimal
1 tahun pelgjaran berikutnya.

Mevakinkan: Jika mempunyai
jaminan sumber pendanaan
penvelenggaraan pendidikan
madrasah baik berupa uang yang
disimpan di rekening atas namea
lembaga ataupun aset lainnya yang
menunjukkan jaminan pendanaan,

Tidal Meyvakinkan: Jikae tidal
MmUY ai jaminan sumber
pendanaan penyelenggaraan
pendidikan madrasah  baik berupa
uang yang disimpan di rekening atas
nama lembaga ataupun aset lainnya
yang menunjukkan Jjaminan
pendanaan.

B. Persyaratan Teknis

No | Persyaratan yang diverifikasi

[ndikator/ Keterangan

Skar

1

Dokumen Kuriloulum:
1. Lengkap
3, Tidak Lengkap

Lengkap: Jika terdapat 1 set
dokumen  kurikulum yang meliputi

gstandar kompetensi Julusan, standar
igi, standar proses, standar penilaian
pendidikan, kerangka dazar
kurikulum, dan korkublum  tingheat
satuan pendidikan.

Tidak Lengkap: Jika tidak terdapat
dokumen kurikulum yvang meliputi
standar kompetensi lulusan, standar
igi, standar proses, standar penilaian
pendidilan, keranghksa dasar
kurikulum, dan kurkulum  tinghkat
satuan pendidilan,

..... [25)
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Dokumen Eencana Induk
Pengembangan  Madraszah  vang
dilengkapi dengan Master Plan
Pengembangan Madrasah:

1. Lengkap
0. Tidak Lengkap

Lenpkap:  Jika terdapat 1 set
dokumen Fencana Induk
Pengembangan Madrasah.

Tidalk Lengkap: Jika tidak ferdapat 1
get dokumen Fencana [racluik
Pengembangan  Madrasah  yang
dilengkapi  dengan  Master  Flan
Pengembangen Madrasah.

Jumlah minimal guru
1. Memenuht Svarat
0, Tidak Memenuhi Svarat

Catatan:
Persyaratan jumlah minimal gura:

RA 1 orang/rombel

1 | crang frombel ditambah
1 orang guru PAl dan
Penjaskes

MTs 1 orang guru untuk setiap
matapelajaran

MA | orang guru untuk setiap
matapelajaran

MAIK ¢ 1 orang guru untuk
setiap matapelajaran

= ] {=atu) OTHIE
instrukiur segual
dengan bidang
kejuruan Yang

diselenggarakan i

Memenuhi Svarat: Jika mempunyai
Jumlah minimal puru sesuad dengan
ketentuan jenjang pendidikan yang
akan didinkan di atas

Tidak Memenuhi Syarat: Jika tidak
mempunyai  jumiah minimal gura
sesual  dengan  ketentuan  jenjang
pendidikan vang akan didirikan di

atas

Prosentase Kualifikasi Minimal
Guru

1. Memenuhi svarat

0. Tidak memenuhi syarat

Catatar:
Persyaratan prosentase kualifikasi
minimal sur;

RA 507
MI B0P%
MTs 100%
MA 100%
MAK 100%:

Memenuhi Svarat; Jika mempunyai
prosentase kualifikasi minimal guara
sesual  dengan  ketentuan  jenjang
pendidikan vang akan didicikan i
atas

Tidak Memenuhi Syarat: Jika tidak
mempunyal  jumlah minimal guru
sesual  dengan  ketentuan  jenjang
pendidikan yang akan didirikan di
alas




5 | Kualifikasi minimal

| Madrasah

1. Memenuhi syarat

. Tidak memenuhi syarat

Kepala

Catatan:

Eualifikasi minimal Kepala Madrasah
RA, M, MTs, MA, dan MAK adalah 51
dari Perguruan Tinggi  yang
Terakreditasi

Memenuhi Svarat: Jika kualifikasi
minimal Kepala Madrasah minimal

a1

Tidalk Memenuhi Svarat:  Jika
kualifikasi minimal Kepala Madrasah
kurang dari 31

6 | Jumlah minirnal
administrasi

L. Memenuhi syarat

. Tidak memenuhi syarat

tenaga

Catatan: Jumlah minimal tenaga
adminisiras  madrasah  adalah 1

(satu} orang per satuan pendidikan
Memenuhi  Swvarat: Jika jumlah

minimal lenaga administrasi
madrazah adalah = 1

Tidak Memenuhi Svarat; Jika jumlah
mimiral tenapa adminisiras
madrasah adalah = 1

T | Kualifikasi minimal
administrasi

1. Memenuhi syarat

0. Tidak memenuhi syarat

tenEaga

Catatan:
Kualifikasi minimal tenaga
administrasi madrasah; o
RA MA/SMA /sederajat

M MA/SMA/ sederajat

MTs= MA/SMA, sederajat

MA 03

MAK D3

Memenuhi Svarat: Jika kualifikasi
minirmal tenaga administrasi
madrasah sesual dengan tabel di atas

Tidak  Memenuhi  Svapat: Jika
kualifikasi minirmal tenaga
administrasi madrasah sesual dengan
tabel di atas

& | Luas tanah /lahan mindmal
1. Memenuhi syarat
0. Tidak memenuhi syarat

Catatan:
Luas tanah/lahan minimal; =
RA 300 m2
MI To0 m2
MT= 1440 m2
MA 2170 m2
MAR 2170 m2

Memenithi Syarak; Jika luas
tanah/lahan minimal sesual dengan
tabel di atas

Tidak Memenuhi Svarat; Jika luas
tanah/lahan minimal sesual dengan
tabel di atas
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9 | Jumlah minimal ruang kelas Catatan:
1. Memenuhi syarat Jumlah minimal ruang ketas adalah:
2. Tidak memenuhi svarat EA 2 unit
1 3 unit
MTs 3 it
MA 3 umnit
MAK 3 umnit
Memenubi  Svarat: Jika jumlah
minimal ruang kelas sesual dengan
tabel di atas
Tidak Memenuhi Syarat: Jika jumlah
minimal ruang kelas sesual dengan
tabel di atas
10 | Jumlah Ruang Kepala Madrasah Catatan:
1. Memenuhi svarat Setiap madrazah wajib mempunyeal 1
0. Tidak memenuhi syarat {satu] ruang Kepala Madrasah.
Memenuhi  Svarat: Jika madrasah
mempunyai  satu  tuang Hepala
Madrasah
Tidak Memenuhi Svarat  Jika
madrasan tidak mempunyai ruang
Eepala Madrasah
11 | Buang guru Catatan:
1. Memenuhi svarat Zetiap madrasah wajilb mempunyai
0. Tidak memenuhi svarat minimal 1 (satu] ruang guru.
Memenuhi  Syarat: Jika madrasah
mempunyval minimal satu ruang guru
Jika
madrasah tidak mempunyai minimal
salu rusng guru
12 | Ruang tata usaha Catatan:
1. Memenuhi syvarat Zetap madrasah wajib mempunyal
0. Tidak memenuhi syarat minimal 1 [satu] ruang tata usaha,
Memenuhi  Svarat: Jika madrasah
mempunyvai minimal satu ruang tata
usaha
Tidak  Memenuhi  Svarat: Jika
madrasah tidak mempunyai minimal
satu ruang tata usaha
13 | Tempat beribadah Catatan:

1. Memenuhi syarat
0. Tidak memenuhi syarat

Setlap madrasah wajib mempunyai
minimal satu tempat beribadah

Memenuhi  Svarat: Jika madrasah
mempunyai minimal satu rTuang
tempat beribadah

Jika
madrasah tidak mempunyai minimal
satu ruang tempat beribadah

a0




14

Jumlah minimal toilet peserta
didik dan pguru dan tenaga
kependidikan

1. Memenuhi syarat

0, Tidak memenuhi syarat

Catatan:

Jumlah minimal toilet:
RA 1 buah
il 1 buah
MTs 1 buah
MA 1 buah
MAK 1 tuah

Memenuhi  Swvarat: Jika jumlah
minimal toilet sesuai dengan tabel di
atas

Tidak Memenuhi Svarat; Jika jumlah
minimal toiet tidalk sesusd dengan
tabel di atas

15

Zarana minimal bermain,berolah
1aga

1. Memenuhi syarat

0. Tidak memenuhi svarat

Catatan:

Luas SATANE minirmeal
bermain/berolah raga:

EA 150 m2

Ml 300 m2

MTs 500 m2

MA 500 m2

MAK 200 m2

Memenuhi Svarat: Jika jumlah
mittimal toilet sesuad dengan tabel di
atas

Tidak Memenuhi Syarat: Jika jumlah
minimal toilet tdak sesual dengan
tabel di atas

16

Ketersediaan Buku /bahan ajar
1. Memenuhi syarat
@, Tidak memenuhi svarat

Catatan:
Ketersediaan jumlah buku/bahan
ajar minimal 1 set/guru,

Memenuhi Svarat: Jika ketersediaan
buku/bahan ajar minimal sesuai
dengan tabel di atas

Tidak Memenuhi Svarat:  Jika
ketersediaan  buku/bahan ajar
minimal kurang dari tabel di atas

17

Jumlah minimal buku pengavaat
dan referensi

1. Memenuhi svaral

0. Tidak memenuhi syarat

Catatan:
Jumiah minimal buku pengayaan
dan referensi:

A 10 Judul bk
pengaveandan 50 Judul
bulku referensi

M1 a0 judul buku
pengayaandan 5 judul
buku referensi

MTa 100 judul bulku

pengayaandan 10 judul
bulku referensi

MA 100 Judul buku
pengayaandan 10 judul
buku referensi

MAK 100 judul bk
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pengavaandan 10 judul

buku referensi

Memenuhi  Syarat: Jika jumlah
minimal buku  pengavaan  dan
referenst sesual dengan tabel di atas

Tidak Memenuhi Syarat: Jika jumlah
minimal buku pengavaan dan
referenst tidak sesual dengan tabel di
atas

18

Jumlah minimal peralatan
belajar/ laboratorivm

1. Memenuhi svarat

0. Tidak memenuhi syarat

Catatan:
Jumlah minimal peralatan belajar/
laboratorinm:

KA |1, EBatu set alat peraga
edukatil BA di dalam
riangan paling sedikit
terdiri dari:

* balok bangunan;

mainan kontruksi;

permainan patu;
menara gelang;

kotak menara;

alat pertukangan; dan
s permainan puzzle,

2. Batu get alat bermain di
luar ruangan bagi BA
terdiri dari:
= papan peluncur
= papan jungkitan
* ayunan
* papan titian

MI | Satu set alat peraga IPA dan
bahannya bagi MI minimal
terdirl dari:
= mdel kerangka manusia;
maoddel tubuh manusia;
bola dunia [globe);
contoh peralatan optik;
kit TPA untuk eksperimen
dagar; dan
* poster/carta [PA
MTa | Batu set minimalis peralatan
laboratorium Multimedia
MA | Satu set minimalis peralatan
laboratorium Multimedia
MAE | Balu set peralatan minimalis
laboratorium produktf MAK
terdiri dari peralatan-
peralatan vang digunakan
untuk praktik peserta didik
sesual  dengan  program
keahlian yang dipilih

Memenuhi- Svarat:  Jika jumlah
minimal peralatan
belajar/laboratorium sesuai dengan
tabel di atas
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Tidak Memenuhi Syarat: Jika jumlah
minimal peralatan
belajar/laboratorium  tidalk  sesuai
dengan tabel di atas

19 | Jumlah minimal peralatan | Catatan:
penunjang administrasi Jumlah minimal peralatan penunjang
1. Memenuhi syarat administras::
. Tidak memenuhi svarat RA 1 unit
komputer/ laptop/alat
pengolah data
M1 1 unit
komputer/ laptop/alat
pengolah data

MTs 2 unit
komputer/laptopalat

pengolah data
MA 2 unit
komputer/ laptop falat
pengolah data
MAK | 2 unit
komputer/laptop/alat
pengolah data
Memenuhi Svarat; Jika jumiah
rrifireal peralatan penunjang
administrasi segual dengan

ketentuan di atas

Tidak Memenuhi Svarat: Jiks jumlah
minimal peralatan prnuUnjang
administrasi tidak sesuai dengan
ketentuan di atas

C. Persyaratan Kelayakan

| No | Persyaratan vang Diverifikasi Uraian Skor
1 | Kelayakan dilihat dari aspek tata | Catatan: eens[30)
Tata tuang lokasi madrasah harus
1. Memenuhbi syarat memenuhi standar:
&, Tidak memenuhi syarat a, Keamanan, keberasihan,

kesehatan, dan keindahan

b. Kemudahan akses

¢, memenithi kualitas struktur
bangunan,

Memenuhi Syaral; Jika tata ruang

lokasi madrasalh memenuhl semua
aspek sesund dengan ketsntuan di
Alas

Tidak Memenuhi Svarat: Jika tata
ruang lokasi madresah  tidak

memenuhi  semua aspek  sesuai
dengan ketentuan di atas

2 | Kelayakan dilihat  dari aspek | Catatan:
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geografis
1. Memenuhi syarat

3, Tidak memenuhi syarat

Lokasi pendirian madrasah harus:

»  aman bencana (banjic, longsor,
dan jenis bencana lainnya); dan

s ramah lingkungan

Memenuhi  Syarat:  Jika  lokasi
madrazah  memenuhi  kelavakan
aspek peopralis aman bencana dan

ramah ingkungan.

Tidak Memenuhi Syarat: Jika loekasi
madrasah tidak memenuhi kelayakan
aspele geografis aman bencana dan

ramah lingkungan.

Kelayakan dilihat dari aspek
ekologis

1. Memenuhi syarat

0. Tidak memenuhi syarat

Catatan:

Lokasi pendirian madrasah  harus:
tidak berada di daerah resapan air,
berada di hutan lindung,

Memenuhi  Svarat:  Jika  lokasi
madrasah  memenuhi  kelayvakan
aspelke  ekologis  sesuai dengan
ketentuan di atas

Tidak Memenuhi Syarat: Jika lokasi
madrasah tidak memenuhi kelayakan
aspek  ekeolopis sesual dengan
ketentuan di atas

Kelayakan dilihat dari prospek
pendaftar

1. Memenuhi syarat

0 Tidak memenuhi syarat

Catatan:
Krteria . minimal prospek  jumlah
ndaftar;
RA > 15 gigws
MI =28 giswa
MTs =30 aigwa
MA »32 sigwa
| MAK | =32 siswa

Memenuhi Svarat; Jika prospek
pendalar memenuhi kriteria minimal
sebagal ketentuan di atas,

Tidak Memenuhi Svarat: Jika prospek
pendaltar memenuhbi kriteria minimal
scbagai ketentuan di atas,

Ketayakan dilihat dari aspek sosial
dan budaya

1. Memenuhi syarat

&, Tidak memenuhi svarat

Memenuhi  Syarat:  Jika  lokasi
pendirian madrasah mendapat
dukungan dan respon positif  dari
masyarakat dan tidak berpotensi
menimbulkan resistenst masvarakat
dan masalah sosial budaya lainnya

Tidak Memenuhi Svarat; Jika lokasi
pendirian madrasah berpotensi
menimbulkan resistensi masvarakat
dan masalah sosial budaya lainnya




Eelayvakan
demografi

pendidikan

dilihat darli aspek
anek u=zia  sekolah

dengan  ketersediaan lembaga

formal

1. Memenuhi syarat
2. Tidak memenuhi svarat

Memenuhi Svarat: Jika jumlah anak
usia sekolah di lokasi pendirian

madrasah dalam  radius 6 Km
mencukupl untuk ditampung dalam
sebuah satuan pendidikan.

Tidak Memenuhi Svarat: Jika jumlah

anak usia sekolah di lokasi pendirian
madrasah dalam radius 6 Km tidak
mencukupi untuk ditampung dalam
sebuah satuan pendidikan.

Tim Verifikasi Lapangan,

2,

{31) (Kasi Pendidikan Madrasah)
.................... (33) (Pengawas Madrasah)

{33) (Pelaksana)
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-09

MOMORE URAIAN ISIAN
(1] Diisi Kop Surat Kantor Kemenag Kabupaten /Kota setempat
(2] | Diisi nomor Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan
(3] | Diisi hari pelaksanaan verifikasi lapangan
(4] | Dhisi tangpal pelaksanaan verifikasi lapangan
{5] | Diisi bulan pelaksanaan verifikasi lapangan
(6] | Diisi tahun pelaksanaan verifikasi lapangan
(7] Diisi nama calon madrasah vang akan didirikan
(8] [Misi nomor surat pengantar permohonan izin pendirian madrasah
(9] | Ddisi tanggal surat pengantar permohonan izin pendirian madrasah
(10} | Dnisi nama organisasi calon penyelengpara
{11] | Duisi alamat organisasi calon penyelenggara
{12} | Diisi nomor dan tanggal akte notaris organisasi calon penyelenggara
(13} | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi calon

penyelenggara

{14}

Diisi berapa lama verifikasi lapangan dilakukan

{15]

Diisi tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan

(16]

Diisi nama organisasi calon penvelenggara

{17

Diisi nama Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

{18} | Diisi tanda tangan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

{19} | D1isi nama pengawas madrasah

{20} | Diisi tanda tangan pengawas madrasah

{21} | Diisi nama pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah

{22) | Diisi tanda tangan pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah

{23} | Diisi nama madrasah vang akan didirikan

{24} | Diisi nama alamat madrasah

{25} | Diisi nama organisasi calon penyelenggara

(26) | Diisi nomor dan tanggal akte notaris organisasi calon penyelenggara

{27} | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi calon
penyelenggara

[28) | Diisi skor persyvaratan vang diverifikasi sesual yang tertera dalam kelom
2. Contoh: 1=Jika Ada; O=Jika Tidak Ada

[29) | Diisi skor persvaratan yang diverifikasi sesuai yang tertera dalam kolom
2. Contoh: 1=Jika Ada; 0=Jika Tidak Ada |

[30) | Diisi skor persyvaratan yang diverifikasi sesual yang tertera dalam kolom
2. Contoh: 1=Jika Ada; O=Jika Tidak Ada

[31) | Diisi nama Kepala Selksi Pendidikan Madrasah

[32) | Diisi tanda tangan Kepala Selsi Pendidikan Madrasah

(33} | Diisi nama pengawas madrasah

(34) | Diisi tanda tangan pengawas madrasah

(35) | Diisi nama pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah

[36) | Diisi tanda tangan pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah
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Format PM-10

Rekomendasi

KOP H.H.NKEM ENALG. ... (1]

REKOMENDASI 1ZIN PENDIRIAN MADRASAH

PUOEBETY vapensss panspsprasprensmenns (2}
Menindaklanjuti Surat dari .....coceeocieiin., [ MOmBE oiiiveaeriiie (4) Tanggal
.................... {5) Perihal Permohonan I[zin Pendirian Madrasah, setelah kami
melakukan verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayalkan
vang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi
Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Nomor ... =1}
Tangeal vz (7) dan hasil verifikasi lapangan Nomor ..., (8) Tanggal
................ (9), dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak
keberatan dan mendukung usulan pendirian Madrasah:
MNama Calon Madrasah e it i g g {14
Alamat Calon Madrasah R e A T e S T s (11)
Nama Calon Penyelengpara & ... L2)
Alcte Notaris T T R M e {13)
Pengesahan Akte Notaris g R T R {14)

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimsana
mestinya.

................................... (15}
Kepala,
...................................... (16]
NIF «(17)
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-10

NOMOR URAIAN [SIAN

{1} | Diisi Kop Surat Kankemenag kab/Kota setempat

{2) | Diisi nomor surat rekomendasi

(3} | Diisi nama lembaga calon penyelenggara

(4) | Diisi nomor surat permohonan izin pendirian madrasah dari organisasi
calon penvelenggara

(5) | Diisi tanggal surat permohonan izin pendirian madrasah dari lembaga
calon penyvelenggara

(B} | Diisi nomor Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persvaratan
Administratif, Telmis, dan Kelayakan

(7) | Diisi tanggal Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan
Administratif, Teknis, dan Kelayakan

(8] | Diisi nomor Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan L

() Diisi tangeal Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan

(10} | Diisi nama madrasah yang akan didirikan

(11) | Diisi alamat madrasah yang akan chdirtkan

(12) | Diisi nama organisasi calon penyelengeara

(13) | Diisi nomor dan tanggal akte notaris lembaga calon penyelenggara

(14) | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris lembaga calon
penyelenggara oleh Kemkumham Rl

(15) | Diisi tempat kedudukan penerbitan surat diikuti dengan tanggal, bulan,
dan tahun penerbitan surat

(16) | Diisi nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota setempat

(17) | Dhisi NIP Kepala Kantor Kementenan Agama Kabupaten/Kota setempat
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Format PM-11
Surat Pengantar Kepala Kankemenag ke Kakanwail

KOP KANKEMENAG. ............ (1]

S N O G O O W P ———————

SURAT PENGANTAR

BROEOES i iidsin bl s smie il (2]
Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementeran Agama
PROVETIEL ©ooveooeeeoeeeoee et i3]

Assalamu ‘alatkum Wr. Wh,

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan dokumen proposal pendinan

TOABITERERIY oo csnnis s sarar s [4) sebag=u berikut:
No | Jenis Dolkumen Jumlah Keterangan
1 | Surat Pengantar dan Formulir | 1 set Dikirim dengan hormat
Permohonan Izin  Pendirian sebagai bahan
Madrasah beserta kelengkapan pertimbangan  pemberian
persyaratan dan  dokumen izin pendirian Madrasah
pendukungnya 0000 | 0 | 5]
2 | Rekomendasi Pendirian | 1 lembar
Madrasah )
3 | Berita Acara Hasil Verifikasi | 1 set
Dokumen Persyaratan
Administratif, Teknis, dan
Helayakan
4 | Berita Acara Verifikasi | 1 Set
Lapangan

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu alatikum Wr. Wh

................................... {6}
Kepala,
.................................... (7]
L L e T (8]

1)



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-11

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) | Diisi Kop Surat Kankemenag Kabupaten /Kota setempat
(2} | Diisi nomor surat pengantar
(3} | Diisi nama provinsi setempat
[4) | Diisi nama madrasah yang akan didirikan
[5) | Diisi nama madrasah yang akan didirikan
(6] | Diisi tempat/nama Kabupaten/Kota ditkuti dengan tanggal, bulan, dan
tahun penerbitan surat
(7) | Diisi nama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten [Kota
(8) | Diisi NIF Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
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Format PM-12

Tanda Terima Proposal Pendirian Madrasah dari Kantor Kementerian Agama

KOP KANWIL......{1)

e EEEArTrTTTTrCTrCAOSE RS BN .

TANDA TERIMA DOEKUMEN

PICTRAT, seoprmrenss (2}
Telah terima dolkumen Proposal Pendirian Madrasah ......oociiniiiiinnn {3}
Diari E B e ey (4]
Daftar dokumen yvang diterima:
No | Jenis Dokumen Jumlah
1 | Surat Pengantar dan Formulir Permohonan lzin | ....... {5)

Pendirtan Madrasah beserta kelengkapan
persyaratan dan dokumen pendukungnya

2 | Rekomendasi Pendirian Madrasah

3 | Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persvaratan
Administratif, Teknis, dan Kelayakan

4 | Berita Acara Verifikasi Lapangan

o

Tanggal Penerimann ;oo (B
Pengirim, Penernima,
.................................... (8)
B 4 oy Al R PR TRt (9]
I e e s (10)
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-12

NOMORE URALIAN ISIAN

{1} | Diisi kop Kankemenag Kab/Kota setempat selaku penerima deokumen
proposal pendirian madrasah

{2} | Diisi nomor berkas tanda terima dokumen proposal pendirian madrasah

(3} | Diisi nama calon madrasah yang akan didirikan

(4} | Diisi nama organisasi calon penyelenggara selaku pengirim dokumen
proposal pendirian madrasah. Contoh: Yayasan Miftahul Huda

{5} | Diisi jumlah dokumen vang diterima

{6) | Diisi tanggal penerimaan dekumen

{7} | Diisi nama pengirim dokumen proposal pendirian madrasah

{8) | Diisi nama jabatan penerima dokumen proposal pendirian madrasah.
Contoh: Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah

{9} | Diisi nama penerima dokumen prupnsa_l pendirian madrasah

{10} | Diisi NIP penerima dokumen proposal .p-end.irian madrasah
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Format PM-13
Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian lzin Pendirian Madrasah

KOP KANWIL........one... (1)
BERITA ACARA
RAPAT PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH
NOMOR: ......ocvvmenenna2)
Pada hari ini .......... (3) tangeal ....... (4) bulan ... (5] tahiin ...l
berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota......... {T) Nomor ........... A8) Tanggal .....oovvees (9], kami yang

bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Pertimbangan
Pemberian Izin Pendirian Madrasah yang diajukan oleh:

Nama Penyvelenggara R T R (10)
Alamat L B b 1)
Akte Notaris AT EONOOSTPNITPRPY | 1 | |
Pengesahan Akte Notaris | ..ooocccvinnirimssssmsssmmsssssssssssn| 13)

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kanwil
Kementerian Agama Provinsi........ (14) yvang dihadiri oleh Kepala Seksi
Kelembagaan dan Kepala Seksi terkait di  lingkungan Kanwil
Kementerian Agama Provinsi dan Tim Verifikasi Lapangan;

2. Agenda Rapat adalah:

a. Pembukaan;

b. Presentasi dan gelar hasil verifikasi persyaratan oleh Ketua Tim
Verifikasi Lapangan;

¢c. Pembahasan dan Rekomendasi

d. Penutup
3. Hasil pembahasan rapat adalah:
1) menetapkan bahwa permohonan izin pendirian madrasah............. (13)
vang digjukan oleh............... (16] telah memenuhi segala persyaratan

vang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi administratif, teknis, dan
kelayakan serta hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada
.................. (17)

2) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dimohon agar menyampaikan
nota dinas pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah kepada
Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 hari kerja dengan tembusan
Kepala Bagian Tata Usaha.

31 Kepala Bagian Tata Usaha agar menyiapkan:

1} Rancangan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang

Pemberian lzin Operasional Pendirian Madrasah ..............c.o00 (18);
2) Rancangan Piagam Pendirian Madrasah............... (19);
4] Rapat ditutup oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada
pukul........ (20}
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Demikian Berita Acara

dipergunakan sebagaimana mestnya.

Peserta Rapat,

Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Lo oveereceeeisssenssnene21)

B rerasnnesnssnssanisnaseses (23)
2 OO IR 1
4 e
Tim Verifikasi Lapangan
B rrnsssssssssnsssasasannes (31)
Bl crerssraenssnsssinsnnnne o[ 33)
il APLERLELTRON |, |

Peserta lainnya [Jika Ada)
By st

(Kabid Pendidikan Madrasah)

(Kasi Kelembagaan)
i i N IO
s dam )

(Ketua)
(Sekretaris)
(Sekretaris)

ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-13

NOMOR | URAIAN ISIAN
(1) [ Diisi Kop Surat Kanwil Kemenag Provinsi setempat
(2} | Diisi nomor BA Rapat Pertimbangan Pemberian [zin Pendirian
Madrasah )
(3) | Diisi hari penandatanganan BA Rapat Pertimbangan Pemberian
lzin Pendirian Madrazah o
(4) | Diisi tanggal penandatanganan BA Rapat Pertimbangan Pemberian
Izin Pendirian Madrasah
(5) | Diisi bulan penandatanganan BA Rapat Pertimbangan Pemberian
Izin Pendirian Madrasah
(6) | Diisi tahun penandatanganan BA Rapat Pertimbangan Pemberian
[zin Pendirian Madrasah
(7) | Diisi nama Kabupaten/Kkota
(8] | Diisi nomor rekomendasi dari Kantor Kemenag Kab/Kata
(9) | Diisi tangeal rekomendasi dari Kantor Kemenag Kab/Kota
{10} | Diisi nama organisasi calon penyelengegara
[11]) [ Diisi alamat organisasi calon penyelenggara
(12] | Diisi nomor akte notaris organisasi calon penyelenggara
(13) | Diisi nomor/tangegal pengesahan akte notaris organisasi calon
penyelenggara
(14} | Diisi nama provinsi
(15) | Diisi nama madrasah yvang akan didirikan
(16) | Diisi oleh nama organisasi calon penyvelenggara
(17) | Diisi tanggal pelaksanaan verifikasi faktual
(18] | Diisi nama madrasah yang akan didirikan
{19] | Diisi waktu/jam rapat ditutup
{20 | Diisi nama Kabid Pendidikan Madrasah
(21) | Diisi tanda tangan Kabid Pendidikan Madrasah
{22] | Diisi nama Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah yvang hadir
{23} | Diisi nama jabatan Kasi
{24) | Diisi tanda tangan Kasi
{25]) | Diisi nama Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah yvang hadir
(26) | Diisi nama jabatan Kasi
(27]) [ Diisi tanda tangan Kasi
(28) | Diisi nama Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah vang hadir
(29] | Diisi nama jabatan Kasi
(30] | Diisi tanda tangan Kasi
{31) | Diisi nama Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah vang hadir
{32] | Diisi nama jabatan Kasi
_{33] | Diisi tanda tangan Kasi
{34 | Diisi nama Kasi Kelembagaan
{35) | Diisi tanda tangan Kasi Kelembagaan
{36) | Diisi nama Kasi Pendidikan Madrasah
(37) | Diisi tanda tangan Kasi Pendidikan Madrasah
(38) | Diisi nama Pengawas Madrasah
(39) | Diisi tanda tangan Pengawas Madrasah
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Format PM-14
Nota Dinas Pertimbangan Pemberian lzin Pendirian Madrasah

KOP KANWIL........(1)

% S T P i o S S iy o e I S e e s

NOTA DINAS
{231 11 s p— 1

Dari : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Kepada : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Tangaal & .cudnasnssamanlg)

Sifat ST T |

LEIOIITREE: o ocvvvnvarassesssmisssy 3)

Hal : Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah

Assalamu’‘alatkum Wr. Wb

Dasar ;1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif,

Teknis, dan Kelayvakan Nomor: ......ccccceceeee (6) Tanggal
.............. A7)
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Nomor: .........ooee (8)
PORERal s e (9
3. Rekomendasi darn Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota............. (10} Nomor: .........oa(ll) Tanggal
el 12)
4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian
Madrasah Nomor: ................ 13) Tanggal .oooiiimminiaf14)
Bersama ini kami sampaikan pertimbangan persetujuan pemberian izin
pendirian madrasah ..........coccciiieien (15) yang diajukan oleh:
Nama Penyvelenggara U i 1 |
Alamat o LM P AL CL LTI | 1f
Akte Notaris e e A RS RS LR 3
Pengesahan Alte Wotanig & uciairianiniimneniisoes ] 499

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan:
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan

Kelayakan
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota.............[20)
4, Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah.,
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Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menyetujui dan
menandatangani Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian

Izin Operasional Pendirian Madrasah dan Rancangan Piagam Pendirian
Madrasah dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Wassalamu 'alathum Wr. Wh.

Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah,

cecreriereersssnesnenesene(21)
291 RO |7 |
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-14

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) | Diisi kop Kanwil Kemenag setempat
(2] | Diisi nomor Nota Dinas
(3) | Diisi tanggal pembuatan nota dinas
(4] | Diisi sifat nota dinas
(3] | Diisi jumlah lampiran nota dinas
(6] | Diisi nemor berita acara verifikasi dokumen
(7]

r Diisi tanggal berita acara verifikasi dokumen

(8) | Diisi nomor berita acara verifikasi lapangan

(9] | Diisi tanggal berita acara verifikasi lapangan

(10} | Diisi nama kabupaten/kota

(11} | DMisi nomor rekomendasi dan Kankemenag

(12) | Diisi tanggal rekomendasi darl Kankemenag

(13} | Diisi nomor berita acara rapat pertimbangan pemberian izin

(14} | Diisi tanggal berita acara rapat pertimbangan pemberian izin

(13} | Diisi nama calon madrasah yvang akan didirikan

(16} | Diisi nama calon organisasi penyelenggara

(17) | Diisi nama alamat calon organisasi penyelenggara

(18) | Diisi nomor dan tanggal akte notaris calon organisasi
penvelenggara

(19} | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris calon organisasi
penyelenggara

(20} | Diisi nama Kabup&ten /Kota

(21} | Diisi nama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

(22) | Diisi NIP Kepala Bidang Pendidikan Madrasah




Format PM-15
SK Penetapan Pemberian Izin Pendirian Madrasah

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REFUELIK INDONESIA

NOMOR ............ (1)
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH............ (2)

Menimbang

Menpingat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

HE- 18

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah vang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hulkum untuk
menyelenggarakan madrasah  sesual dengan  standar
nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah
memenuhi persyaratan administratf, teknis, dan
kelayakan yvang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik [ndonesia tentang
Pemberian Izin  Operasional Pendirian Madrasah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Daosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586j;

Peraturan Pemerinteh Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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Memperhatiltan

G,

1.

11

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5157);

Peraturan Menteri Pendidilcan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar /Madrasah [btidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sckolah Menengah
Atas /Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidiltan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten /Kota sebagaimana telah dinbah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayvanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama |slam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Apgama
[slam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Seckolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomeor 634);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah ([Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan

Madrasah Nomor: ... (4) Tanggal......coun (5)
Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota............. (=]} MNomor: FERITTTIN® I |
TangEal.... .o e (8);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REFUBLIK INDONESIA

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH 1o (@)

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Keputusan ini.

: [Pilih sesuai jenjang| [Bagi RA, MTs, MA, dan MAK] Setelah

jangka waktu 4 (empat) tahun [Bagi M Setelah jangka waktu

7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurilulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan  standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b, mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
seloolah /madrasah kepada BAP-S/M sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayvanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin opcrasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  civinemmrosssi (10}
pada tanggal .o (11}

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DROVINGBL. o (12],
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LAMPIRAM

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .......cvnns (14]
TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN MADRASAH ....oovoviisecincinnes (15)

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

MNama Madrasah 16])
Nomor Statistik Madrasah = | i S —— (17}
Alamat Madrasah o i S W i T (18]
Desg/Kelurahan, ., ...ovuiasinssrais (19)
KBTI . oo oy s i s o (20)
Kabupaten /Kota. ... inios (21)
PRI o syt i R (22
Nama Organizasi Penyelenggara | i siaresmere s (23)
Akte Notaris EHPREERART | i s s e AR LAY (24)
Penyelenggara
Pengesahan Akte ORI | oo r TR AR SR (25)
Orgamsasi Penyelenggara
AN, MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSL ...ocveervernn (26],
_____________________________________________ (27)
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-15

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) | Diisi nomor Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian
(2} | Diisi nama madrasah yvang diberikan izin
(3) | Diisi nama madrasah yang diberikan izin
[4) | Diisi nomor nota dinas dari Kepala Bidang
(3) | Diisi tanggal nota dinas dan Kepala Bidang
(B) | Diusi nama Kabupaten/Kota setempat
(7) | Diisi nomor rekomendasi dari Kankemenag
(8) | Diisi tanggal rekomendasi dari Kankemenag
(%) | Diisi nama madrasah yang diberikan izin
(10} | Diisi nama ibukota provinsi setempat
(11} | Disi tanggal, bulan, dan tahun penetapan izin
(12) | Diisi nama provinsi setempat
(13} | Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi
(14) | Diisi nomor Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian
[15) Diisi nama madrasah yang diberikan izin
(16) | Diisi nama madrasah yang diberikan izin
(17) | Diisi NSM madrasah yang diberikan izin
(18] | Diisi nama jalan alamat madrasah yang diberikan izin [Jika ada)
(19) | Diisi nama desa/kelurahan alamat madrasah yang diberikan izin
(20) | Diisi nama kecamatan alamat madrasah yvang diberikan izin
(21) | Diisi nama kabupaten /kota alamat madrasah yang diberikan izn
(22) | Diisi nama provinsi alamat madrasah yang diberikan izin
(23) | Diisi nama organisasi penyelenggara madrasah
(24) | Diisi nomor dan tanggal akte notaris organisasi penyelenggara madrasah
(25) | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi
penyelenggara madrasah
(26) | Diisl nama provinsi setempat
(27) | Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
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Format PM-16
Piagam Pendirian Madrasah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Humur: (I ERRE LR LR LR TREEL R ER] |11

Diberikan kepada:

Nama Madrasah o i A R AN (2}
Alamat S A B TP T e S R R T AR {3)
Desa/Kelurahan T |
Kecamatan B o e S s e e e
Kabupaten/Kota T rarwem (6]
Provinsi T — (7
Penyelenggara Madrasah S — (8]
Akte Notaris Penvelenggara R R R A )
Pengesahan Akte Notaris s L o SO P (10
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):
B (11)
.................................... (12}
A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR  WILAYAH I
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSL. ... (13,
............................................. (14)




PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-16

......

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) | Diisi nomor Piagam Madrasah

(2] Diisi nama madrasah yang diberikan izin

(3] | Diisi nama jalan alamat madrasah yang diberikan izin

(4] | Diisi nama desa alamat madrasah yang diberikan izin

(5] | Diisi nama kecamatan alamat madrasah yang diberikan izin

(6] | Diisi nama kabupaten/kota alamat madrasah yang diberikan izin

(7) | Diisi nama provinsi alamat madrasah yang diberikan izin

(8) | Diisi nama penyvelenggara madrasah yang diberilkan izin

(9] [Yiisi nomor dan tanggal akie notaris penyelenggara madrasah yvang
diberikan izin

(10) | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris penvelenggara
madrasah vang diberikan izin

(11) | Diisi NSM madrasah yvang diberikan izin

(12) | Diisi nama ibukota provinsi tempat kedudukan Kanwil Kementerian
Agama

(13) | Diisi nama provinsi

(14) | Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Spesifikasi Piagam Pendirian Madrasah

1, Jenis Kertas : Kertas khusus (pancy paper jenis karton)
2. Ukuran kertas A4 (21 cm x 29,7 cm)

3. Berat Kertas : 190 gram/m?2

4. Brightness : 100%, + 2%

5. Warna Kertas . broken white

5




Format PM-17

SK Penutupan Madrasah

KEPUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR ............ (1)
TEMNTANG

PENUTUFPAN MADRASAH.......ccooniiinain (2]

MENTERI] AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

[bagi madrasah yang  difutup karena — alason
pericembangan madrosah  kurang memuasican! bahwa
hasil evaluasi perkembangan madrasah dalam jangka
waktu 5 (lima)] tahun terhitung sejak tahun pelajaran
pertama setelah pemberian izin operasional menunjukkan
bahwa Madrasah............... {3) dinilai kurang mempunyai
perkembangan dan prospek yang memuaskan;

fbagi madrasah yang ditutup karena alasan melakukan
pelanggaran/ penyimpangean ketentuarn peraturan
perundang-undangan tentang penyelenggaraan
pendidikan) bahwa hasil penyelidikan dan rekomendasi
dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik
Indonesia menunjukkan bahwa Madrasah
..................... (4] telah terbulkti melakukan pelanggaran
atau penyvimpangan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang penyclenggaraan pendidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik [ndonesia tentang
Penutupan Madrasah ........ccoocvniiniine {5)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimansa
telah diubah deéngan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 54 10};
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14.

LL.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajik Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemernntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenpggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Tahun 2010 Nomer 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3150) sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Neomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas /Madrasah Aliyah;

Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Pendidikan Nasional Nemor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidilan i
Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama [slam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penpawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 920 Tahun 2013 tentang
Penveleriggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382},
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1 1. [bagi  modraseh  yang  diftutup  karena  alasan
perkembangan madrasah kurang memuaskan] Nota Dinas
Pertimbangan Penutupan Madrasah dari Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah NOMOE: craaaen (B)

2. [bagi madrasah yoang  ditutup  karena  alasan
perkembangan madrasal kurang memuaskan|
Rekomendasi Penutupan Madrasah dari Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota............. (8] Nomor:
..................... (9) Tanggal...... oo 10);

3. [bagi madrasah yang ditutup  karena  alasan
perkembangan madrasah kurang memuaskan! Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomori............. {11}
tentang — Pemberian [zin  Operasional Pendirian
Madrasah......ovenn(12)

4, [bagl madrasah yang ditutup karena alasan melakukan
pelanggaran/ penyimpangan ketenfuan peraturan
perundang-undangan tenitang penyelenggaraan
pendidikan] Rekomendasi Hasil Penyvelidikan Inspektur
Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor:
............... {13) Tanggal.........ccovneraena[ 183

MEMUTUSEKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENUTUPAN MADRASAH .........coonemiini {15)

: Mencabut izin operasional pendirian satuan pendidikan

madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada
madrasah sebagmimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: ljazah dan dokumen-dokumen terkait vang dikeluarkan oleh dan

mengatasnamakan Madrasah scbagaimana dimaksud di atas
terhitung sejak Keputusan ini dikeluarkan dinyatakan tidak sah;

; Keputusan ini berlaku sejak tangegal ditetaplkan.

Ditetaplean di oo cevmverrmnesriie {16}
pada tanggal o 17

AN, MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSL...cocinninnine{18),
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .coouianiemianss (19]
TENTANG
PENUTUPAN MADRASAH .....coiivmesanmnmioninn (20}

IDENTITAS MADRASAH YANG DICABUT IZIN OPERASIONALNYA

MamaMeadragal @ =009 | et rse sinedmsiig s s s e (21)
Nomor Statiafilk Madrasah == = | sesiisss seisisiriom [22)
Alamat Madrasah 11 {23)
Desa/Relurahan. .. ..o {24)
KO EADIRTEHTL . ahorn shennisins s rns it s ashiss (25)
Kabupaten /Kot ... cic i ainimivsesies (26)
PR i e e (27)
} Nama QOrganisasi PEnyeElEngEara. | s s s s pssases (28}
Akte Notaris EIrERnERERL | i i i A i e {29}
Penyelenggara
Pengesahan Alcte MNotaris 4300

Organisasi Penyelenggara

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA  KANTOR  WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSL ...coviarisiiins i31},




PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PM-18

MOMORE URAIAN ISIAN

(1] | Diisi nomor Keputusan Menteri Agama tentang Penutupan Madrasah

(2] | Diisi pama madrasah yang dicabut izin operasionalnya

i3] Diisi nama madrasah yang dicabut izin operasionalnya

(4] | Diisi nama madrasah yang dicabut izin operasionalnya

(3] Diisi nama madrasah yang dicabut izin operasionalnya

(6] | Diisi nomor nota dinas pertimbangan penutupan madrasah dari Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah

(7] Diisi tanggal nota dinas pertimbangan penutupan madrasah dar Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah

(8] | Dhisi nama Kabupaten /Kota setempat

(9] | Diisi nomer rekomendasi penutupan madrasah dari Kankemenag

(10] | Diisi tanggal rekomendasi penutupan madrasah dan Kankemenag

(11) | bisi nomor Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian [zin
Operasional dari madrasah yvang dicabut izin operasionalnya

(12) | Diisi nama madrasah yang dicabut izin operasionalnya

(13) | Diisi nomor rekomendasi hasil penyelidikan dari badan pengawas
pemenntah /inspektorat

(14) | Diisi tanggal rckomendasi hasil penyelidikan dan badan pengawas
pemerintah /inspelktorat

(15) | Diisi nama madrasah yang vang dicabut izin operasionalnya

(16) | Diisi nama ibulkota provinsi setempat

(17] | Diisi tanggal, bulan, dan tahun penetapan izin

(18} | Dusi nama provinsi setempat

(19) | Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi

[20) | Diisi nomor Keputusan Menteri Agama tentang Penutupan Madrasah

(21) | Diisi nama madrasah yang dicabut izin operasionalnya

(22} | Diisi nama madrasah yang dicabut izin operasionalnya

(23] | Diisi NSM madrasah yang dicabut izin operasionalnya

(24 | Diisi nama jalan alamat madrasah yang dicabut izin operasionalnya
|Jika ada)

[25) | Diisi nama desa/kelurahan alamat madrasah

[26) | Diisi nama kecamatan alamat madrasah

[27) | Diisi nama kabupaten/kota alamat madrasah

(28] | Diisi nama provinsi alamat madrasah yang dicabut izin operasionalnya

{29} | Diisi nama organisasi penyelenggara madrasah

(30) | Diisi nomor dan tanggal akte notaris organisasi penyelenggara madrasah

{31) | Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi
penyelengeara madrasah

(32} | Diisi nama provinsi setempat

{33) | Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

&0




